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xABSTRAK
NAMA : YAHYA PRATAMA PUTRA
NIM : 10400114231
JUDUL :TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI SUAKA MARGASATWA KO’MARA
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana upaya Balai Besar
konservasi sumber daya alam KSDA Sulawesi selatan dalam mengelolah Suaka
Margasatwa Ko’Mara, substansi permasalahan atau pertanyaan penelitian yaitu:
1) Bagaimana upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam KSDA
Sulawesi selatan dalam mengelolah Suaka Margasatwa Ko’Mara ?, 2)
Bagaimana status hukum kerja sama antara pengelolah objek wisata terbatas
(masyarakat) dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam KSDA
Sulawesi selatan ?
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan manajemen. Adapun sumber data penelitian ini
adalah Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan
data serta menelaah buku-buku kepustakaan sebagai sumber rujukan, observasi,
wawancara,dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan
dengan melalui tiga tahapan yaitu : tahap pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data,dan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dalam mengelolah SM
Ko’mara ada 4 cara yaitu dengan melakukan perencanaan, pengawetan,
pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu perlu diterapkan agar upaya-
upaya dalam mengelolah SM Ko’mara berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun
Status Hukum Kerja Sama Antara Pengelolah Objek Wisata Terbatas
(Masyarakat) Dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam KSDA
Sulawesi Selatan.
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan dengan tersusunnya
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang SM. Ko’mara ini, kelestarian potensi
kawasan tersebut dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan serta dapat
dilakukan antisipasi terhadap permasalahan atau gangguan kawasan yang dapat
mengancam keutuhan kawasan dimaksud dengan solusi yang tepat. 2) Sesuai SK
Nomor : SK. 188 /K.8/BIDTEK/KSA/4/2018 status hukum ialah status izin
usaha jasa wisata perorangan di mana Abdul hakim S.Pd.I sebagai pemegang izin







A. Latar Belakang 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tentang 
kehutanan, lembaga negara RI tahun 1999 Nomor 167, dalam penjelasan 
umumnya menyebutkan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan yang maha Esa yang 
di anugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak 
ternilai harganya wajib di syukuri. Karunia yang di berikan-nya, di pandang 
sebagai amanah, karena hutan harus di urus dan di manfaatkan dengan akhlak 




Hutan dan kawasan hutan secara konsepsional yuridis di rumuskan di 
dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan 
ketentuan  Pokok Kehutanan sebagai berikut : 
Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon pohon yang secara 
keseluruhan merupakan persekutuaan hidup alam hayati beserta alam 
lingkungannya dan di tetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya hutan 
suatu area yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan / atau 
palem, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan 
persekutuaan hidup yang mempunyai kemampuaan untuk memberikan manfaat 
manfaat lainnya secara lestari. 
Kawasan hutan adalah wilayah wilayah tertentu di tetapkan pemerintah 
untuk di pertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kaweasan hutan 
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adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudiaan di 
tetapkan penguasannya bagi negara. Kawasan kawasa hutan, seluruhnya 
merupakan wilayah wilayah yang dalam land use planning telah / akan di 
tetapkan penggunannya di bidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan 
serta kepentingan masyarakat Indonesia.
2
 
Dalam pengertiaan secara luas di kandung makna bahwa pada setiap 
kawasan hutan tidak selalu di artikan keseluruhan wilayahnya berhutan. 
Termasuk, tanah yang tidak berhutanpun dapat ditunjuk sebagai kawasan hutan. 
Sebaliknya, suatu kawsan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan 
kawasan hutan Karena adanya berbagai kepentingan dan penggunanan yang 
dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan menteri kehutanan.
3
 
Hutan sebagai modal; pembangunanan nasional memiliki manfaat yang 
nyata bagi kehidupan dan penghidupan bagi bangsa Indonesia. Baik manfaat  
ekologi, Sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu 
hutan harus di urus dan di kelolah, di lindungi dan di manfaatkan secara 
berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi 
sekarang maupun yang akan datang. 
Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga 
kehidupan (life support system),  hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi 
umat manusia, oleh karena itu harus di jaga kelestariaanya. Hutan juga 
mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, 
sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting,  
dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. 
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Selain itu, hutan sumber daya alam memiliki arti nilai strategis. Nilai 
Strategis hutan dapat pula di definisikan dalam artiaan ekonomis, sebagai 
masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. 
Dalam artiaan ini, tidak dapat di pungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber 
daya yang vital bagi perekonomiaan Indonesia. 
Karateristik hutan yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai 
mengakibatkan akses pemanfaatan dan kontrol  terhadap Sumber Daya Hutan 
(SDH) selalu mengundang permasalahan. 
Permasalahan sengketa tentang penguasa/ pemilik atau tanah hutan antara 
pemerintah (yang mengatur dirinya negara) dengan masyarakat pada umumnya 
dan masyarakat  hukum adat pada khususnya, sebenarnya sudah muncul puluhan 
tahun yang lalu, namun cenderung meningkat dari masa ke masa  dan terakhir 
eskalasinya. semakin tinggi sering dengan bergulirnya era reforrmasi, dengan 
berbagai aksesnya.  
Diakui atau tidak terstruktur penguasaan sumber daya alam Indonesia 
termasuk sumber daya hutan, banyak di dominasi oleh pengusaha besar dengan 
kekuatan kapitalnya. Mereka dapat menguasai hutan, tanah dan pertambangan 
serta mengesploritasnya  sampai jutaan hektar luasnya dan puluhan tahun masa 
konsesinya. Sementara masyarakat setempat yang hidupnya mengandalkan  
sumber daya tanah  tersebut secara turun-temurun sebelum negara ini berdiri, 
nasibnya semakin sengsara ketidakadilan distribusi penguasaan sumber daya alam  




Pengelolaan kawasan konservasi Suaka Margasatwa ko’Mara Kab. Gowa 
dan Kab.Takalar yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 
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Sulawesi selatan  telah berhasil membuat kawasan hutan yang ada di hutan 
Ko’mara  menjadi objek wisata alam terbatas yang sedikit merubah fungsi hutan 
yaitu sebagai tempat rekreasi wisata. Hal ini dapat dilihat di hutan Ko’mara  yang 
telah menjadi objek wisata yang ada di kabupaten Gowa. Akan tetapi perubahan 
hutan konservasi Suaka margasatwa menjadi objek wisata terbatas belum 
sepenuhnya berjalan dengan optimal, melihat kenyataan dilapangan bahwa objek 
wisata tersebut belum sepenuhnya ditangani langsung oleh Balai  Besar 
Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)  karena menyerahkan pengelolaan objek 
wisata di hutan Ko’mara kepada masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat ketika 
kita ingin memasuki kawasan objek wisata yang hanya langsung ditangani oleh 
warga setempat walaupun dari pihak Balai konservasi sumber daya alam (BK 
SDA)  tetap mengambil tanggung jawab atas objek wisata di Hutan Ko’mara  
Desa Bissoloro Kec. Bungayya ,kab. Gowa.  
Balai Besar  konservasi sumber daya alam KSDA Sulawesi selatan 
menjadikan hutan Konservasi Suaka Marga satwa menjadi objek wisata alam 
terbaas agar dapat menjadi kepentingan penilitiaan ilmu pengetahuaan, agar 
meningkatkan kesadartahuaan, dan dapat menarik masyarakat luas untuk 
berkunjung di kabupaten Gowa khususnya daerah   Desa Bissoloro KEC. 
Bungayya sehingga menambah mata pencaharian warga setempat. 
Berdasarkan observasi awal terkait dengan pengelolaan kawasan 
Konservasi Margasatwa ko’Mara menjadikan wisata terbatas di,kab. Antara Gowa 
dan Takalar. permasalahan yang kemudian muncul yaitu bagaimana status hukum 
kerja sama antara pengelola objek wisata terbatas (masyarakat) dengan Balai 
Besar  konservasi sumber daya alam KSDA Sulawesi selatan yang kedua 
bagaiaman upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sulawesi 
Selatan dalam mengelolah Suaka MArgasatwa Ko’Mara,   
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Penelitian ini diharapkan mampu menjawab semua permasalahan terkait 
dengan pengelolaan kawasan konservasi suaka Margasatwa hutan ko’Mara 
menjadi objek wisata di kab. Gowa . 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul : “ Tinjaun Yuridis Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Suaka Margasatwa Ko’Mara”  
 
B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penilitian ini yang menjadi fokus penilitiaan dan deskripsi fokus 
yakni Tinjaun yuridis pengelolaan kawasan konservasi Suaka Margasatwa 
Ko’Mara di antara Kab.Takalar dengan  ,Kab. Gowa  yang  mengacu  pada 
Peraturan Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
kehutanan, No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam Hayati dan 
Ekosistem, P. 28 tahun 2011 tentang  Organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan 
teknis konservasi sumber daya alam. 
 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana upaya Balai Besar  Konservasi Sumber Daya Alam KSDA 
Sulawesi Selatan dalam mengelolah Suaka Margasatwa Ko’Mara? 
2. Bagaimana status hukum kerja sama antara pengelolah objekwisata 
terbatas (masyarakat) dengan BalaiBesar Konservasi Sumber Daya Alam 






D. Tujuaan  dan kegunaan penulisan 
1. Untuk mengetahui upaya Balai Besar konservasi sumber daya alam KSDA 
Sulawesi selatan dalam mengelolah Konsrvasi Suaka Margasatwa  
Ko’mara 
2. Untuk mengetahui status hukum kerja sama  antara pengelola objek wisata 









A. Tinjauan Tentang Hutan 
1. Pengertian Hutan 
 Secara Yuridis normatif, menurut Undang-undang Nomor RI 41 Tahun 
1999 tentang kehutanan, Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yangh di dominasi pepohonan 




 Kata Hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 
(Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat 
dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam 
hukum inggris kuno, forrest(hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya 
ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di 
samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat 
bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam 
perkembangan selanjutnya cirri khas ini menjadi hilang.
2
 
 Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah Sejumlah 
pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, 
kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, 
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akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh 
pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat. 
 Definisi di atas, senada dengan dengan definisi yang tercantum dalam 
pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan. Di dalam pasal yang diartikan dengan hutan ialah 
suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang 
secara keseluruhan merupakan perrsektuan hidup alam hayati  beserta 
lingkungannya dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. 
 Sedangkan pengertian hutan di dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 
Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 
 Ada empat unsur yang terkandung oleh definis hutan di atas, yaitu: 
1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal 1/4hektar) yang di sebut tanah 
hutan 
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna. 
3. Unsur lingkngan, dan 
4. Unsur penetapan pemerintah. 
Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang 
tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lainnya.Pengertiaan hutan disisni, 
menganut konsepsi hukum secara vertikal karena antara lapangan tanah, pohon, 
flaura, dan fauna, beserta lingkungan suatu kesatuaan yang utuh. 
Adanya penetapan  pemerintah  mengenai  hutan  mempunyai arti yang 
sangat penting karena dengan adanya penetapan pemerintah c.q. Menteri 
kehutanan itu kedudukan yuridis hutan  menjadi  kuat, ada dua arti pertimbangan 
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pemerintah tersebut yaitu: (1) agar setiap orang tidak dapat sewenang wenang 
untuk membabat, menduduki, dan atau  mengerjakan  kawasan hutan, (2) 
mewajibkan kepada pemerintah c.q. Menteri kehutanan mengatur perencanaan, 
peruntukan, penyediaan, dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah 





2. Status dan Fungsi Hutan 
Dalam Bab II  pasal 5 sampai 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi 
Pasal 5 
1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : 
a. Hutan Negara, dan 
b. Hutan hak 
2. Hutan negara di mana maksud dari ayat (1)  huruf a. dapat berubah hutan 
adat. 
3. Pemerintah  menetapkan status hutan sebagaimana di maksud pada ayat 
(1) dan ayat (2); dan hutan adat di tetapkan sepanjang menurut kenyataan 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan di akui 
kebenarannya. 
4. Apa bila dalam perkembanganya masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali 
kepada pemerintah. 
Pasal 6 
1. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: 
a. fungsi konservasi, 
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b. fungsi lindung, dan 
c. fungsi produksi 
2. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut 
a. fungsi konservasi, 
b. fungsi lindung, dan 
c. fungsi produksi 
Pasal 7 
Hutan konservasi sebagai mana di maksud dalam Pasal 6 ayat (2) Huruf a 
terdiri dari 
a. Kawasan hutan suaka alam. 
b. Kawasan hutan pelestariaan alam, dan 
c. Taman baru 
Pasal 8 
1. Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuaan 
khusus 
2. Penetapan kawaasan hutan dengan tujuaan khusus, sebagaimana di 
maksud ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti 
a. penilitiaan dan pengembangan, 
b. pendidikan dan latihan, dan 
c. religi dan budaya 
3. Kawasan hutan dengan tujuaan khusus sebagai mana di maksud pada ayat 
(1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagai mana yang di 
maksud dalam pasal 6.
4
 
Asas asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
merupakan asas dalam penyelanggaraan kehutanan. Asas tersebut bukan hanya 
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sebagai asas dalam pembentukan pemerintah di Bidang Kehutanan tetapi juga 
dalam rangka penerapan kebijakan kehutanan sebagai Hutan praktis. Asas 
manfaat sebagai mana di tuang dalam UU No 41 Tahun 1999 memiliki jiwa yang 
sama dalam UU NO 5 tahun 1967 tentang pokok kehutanan. 
Hutan mempunyai fungsi yang menguasasi hajat hidup orang banyak 
antara lain sebagai berikut 
1. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi bahaya banjir dan erosi serta 
memelihara kesuburan tanah. 
2. Memenuhi produksi hasil hutan atau keperluan masyarakat pada umumnya 
dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industri, dan ekspor. 
3. Membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan 
mendorong industri hasil hutan pada khususnya. 
4. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik. 
5. Memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk 
cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman buru untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. 
6. Merupakan salah satu unsur basis strategi pertahanan nasional. 
Asas penyelenggaraan kehutanan menjadi vital karena sector kehutanan 
merupakan sector yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk 
hidup. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya dimaknai 
sebagai warisan leluhur tetapi lebih dari itu, hutan merupakan titipan anak cucu 
sehingga kelangsungannya harus dijaga. Makna inilah yang menjadikan hutan 
sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai dan harus disyukuri dengan cara 
pemanfaatan yang memiliki fungsi bagi kehidupan dan penghidupan.
5
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 Hutan menjadi modal bagi hidup dan kehidupan makhluk hidup, utamanya 
bagi manusia. Hutan yang diusahakan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi 
Negara untuk kesejahteraan manusia, pun ketika hutan didiamkan saja maka ia 
pun memiliki manfaat ekonomi karena memelihara kualitas hidup manusia. Hutan 
memiliki fungsi sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan 
manusia.Tidak hanya dalam tataran lokal dan nasional namun pula secara 
global.Bahkan konsep jual beli karbon pun sudah menjadi diskursus yang sering 
dibahas dalam pertemuan-pertemuan internasional.Konsep penyelenggaraan hutan 
yang lestari pun menjadi konsep ekonomi lingkungan yang bernilai bagi 




 Selanjutnya tujuan dari penyelenggaraan kehutanan sebagai tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu bertujuan untuk sebesar 
besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan tersebut 
dicapai dengan: 
1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang 
proporsional; 
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, 
fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, 
social, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; 
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; 
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 
keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan 
lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi 
serta ketahanan akibat perubahan eksternal; 
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5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.7 
Dari tujuan tersebut di atas, patokan mengenai luasan dan sebaran 
proposional menjadi upaya pertama dalam penyelenggaraan kehidupan untuk 
kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemanfaatan hutan tetap 
harus memperhatikan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional agar 
manfaat hutan berupa manfaat non ekonomi pun diperoleh selain manfaat 
ekonomi atas penguasahan kehutanan. Dalam pengaturan kehutanan, pemerintah 
menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan 
hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan pulau, guna optimalisasi manfaat 
lingkungan, manfaat social, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Luas 
kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran 
sungai dan/atau pulau dengan sebaran proposional. 
Adapun pertimbangan penetapan minimal 30% tersebut, yaitu karena 
didasari oleh pertimbangan bahwa Indonesia merupakan Negara tropis yang 
sebagian besar mempunyai curah dan intensiatas hujan yang tinggi, serta 
mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit, dan bergunung 
yang peka akan ganggguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, 
sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam 
setiap daerah aliran sungai(das) dan/atau pulau, minimal 30% dari luas daratan. 
Selanjutnya dalam kebijakan kehutanan, luasan minimal 30% tersebut pun 
ditetapkan untuk setiap propvinsi dan kabupaten atau kota berdasarkan kondisi 
biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan social ekonomi masyarakat setempat. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bagi provinsi kabupaten/kota yang luas 
kawasan hutannya di atas 30%, tidak boleh secara bebasmengurangi luas kawasan 
hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, luas minimal tidak boleh 
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dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai 
peringatan kewaspadaan dan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. 
Sebaliknya, bagi provinsi dan kabupaten atau kota yang luas kawasan hutannya 
kurang dari 30% perlu menambah luas hutannya. 
Selain mengenai penetapan keberadaan hutan dengan luasan dan sebaran 
proporsional, tujuan hutan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dilakukan 
melalui optimalisasi aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi 
lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya, 
dan ekonomi, yang seimbang dan lestari. Dalam konteks pemanfaatan bernilai 
ekonomi tinggi, kawasan hutan produksi memiliki fungsi manfaat yang lebih 
ekonomis yang dibandingkan kawasan konservasi dan kawasan lindung. Hal ini 
terkait dengan fungsi pokok hutan produksi untuk memproduksi hasil hutan.
8
 
Hal ini berbeda dengan hutan lindung yang memiliki fungsi pokok sebagai 
perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesubuan 
tanah serta hutan konservasi dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi 
pokok pengawetan keaneragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 
Walaupun secara lugaratif, kawasan hutan lindung pun dapat dipergunakan untuk 
kegiatan pembangunan di luar kehutanan termasuk pertambangan bawah tanah. 
 
3. Hukum Kehutanan dan  StatusKawasan Hutan 
a. Hukum Kehutanan 
Hukum kehutanan oleh Biro Hukum dan Organisasi Departemen 
Kehutanan didefinisikan sebagai kumpulan (himpunan) peraturan baik yang 
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tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang 
bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusnya
9
. 
Definisi yang telah dikemukakan oleh biro hukum dan organisasi 
departemen kehutanan ini mungkin bukan merupakan stusatunya definisi yang 
menguraikan tentang hukum kehutanan. Karena hukum sulit diberikan definisi 
yang tepat, karena materi hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat 
banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dari bentuk hukum itu 
dalam suatu definisi. 
Namun kembali pada pendapat bahwa untuk menghindari terjadinya 
pengertian yang bermcam-macam tentang hukum (Kehutanan), dengan tidak 
mengurangi arti definisi hukum kehutanan yang telah diuraikan oleh Biro Hukum 
dan Organisasi Departemen Kehutanan dalam sebuah makalah yang berjudul 
hukum kehutanan, dan mengacu pada definisi tersebut, penulisan juga akan 
mengemukakan pendapat tentang definisi hukum kehutanan sebagai berikut : 
Hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada 
pelanggarannya, dan mengatur hubungan hukum antara pengolahan hutan, 
pengguna hutan, dan hasil hutan beserta kekayaan alam yang terkandung di 
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b. Kawasan Hutan 
  Terhadap pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang mengatakan: “kawasan 
hutan adalah wilayah tertentu yang di tunjuk dan atau di tetapkan oleh pemerintah 
untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
11
 
Dengan adanya putusan Mahkamah konstutusi tersebut,kementriaan 
kehutanan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE. 3/MENHUT-II/2002, 
tanggal 3 mei 2002,di tunjuk kepada (1) Gubernur selutuh Indonesia, (2) Bupati/ 
Walikota di seluruh Indonesia, (3) Kepalah Dinas Provinsi, Kabupaten/kota  yang 
membidangi kehutanan, yang intinya mengeaskan sebagai berikut: 
a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang dengan Nomor 41 tahun 1999 tentang 
kehutanan sebgaiamana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 
2004 menjadi: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang di tetapkan oleh 
pemerintah untuk di pertahankan keberadaanya  sebagai hutan tetap. 
b. Keputusan penunjukan kawasan hutan Provinsi  maupun persiaal yang telah 
di terbitkan Mentri  Kerhutanan serta segalah perbuataan hukum yang timbul dari 
berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19  Tahun 2004 tetap 
sah dan mempunyai kekuataan  hukum yang mengikat. 
c. Keputusan Mentri tentang penunjukan kawasan hutan baik provinsi  maupun 
parasial yang di terbitkan oleh Mentri Kehutanan setalah penetapan awal dalam 
proses pengukuhan   kawasan hutan sebagai mana Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagai mana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 . 
Kewenangan  untuk menetapkan  status hutan berada di tangan pemerintah, 
hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: (1) hutan negara, dan (2) hutan hak. 
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Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani pada hak 
atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di 
bebani hak atas tanah. 
Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang di serahkan 
pengelolaanya kepada masyarakat  hukum adat (rechtsgemeen-schap). Hutan adat 
di tetapkan oleh pemerintah sepanjang menurut kenyataan   masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan masih ada dan di akui keberadaanya. Apabila dalam 
perkembangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka 
hak pengelolaan  hutan adat kembali kepada pemerintah.
12
 
Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: 
1. Fungsi konservasi; 
2. Funsi lindung; dan 
3. Fungsi produksi. 
Pemerintah menetapkan hutan berdasrkan fungsi pokok sebagai berukut: 
Hutan konversi terdi atas : 
1) Hutan suka alam, yang terdiri dari cagar Alam dan Suaka margasatwa; 
2) Hutan pelestariaan Alam, terdiri dari Taman Nasional, Taman hutan raya, 
dan taman Wisata Alam 
3) Taman Buru. 
Hutan lindung, dan Hutan produksi yang terdiri dari  atas; 
1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) 
2) Hutan produksi biasa 
3) Hutan Produksi yang dapat di Konversi  (HPK) 
 
c. Status Hukum Kawasan Hutan 
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Kawasan hutan di atur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang   
Nomor 5 Tahun 1967. Kawasan Hutan merupakan wilayah yang sudah berhutan 
atau yang tidak berhutan yang telah di tetapkan menjadi hutan. 
Di tinjau dari bentuknya, Kawasan Hutan dibedakan Menjadi empat, yaitu: 
(1) Hutan lindung, (2) Hutan Produksi (3) Hutan suaka alam, dan (4) hutan  wisata 
(Biro Hukum,1990: 11). 
Untuk menentukan status hukum kawasan hutan itu harus di lakukan 
pengukuhan hutan. Ada tiga tahap dalam melakukan pengukuhan hutan, yaitu: 
tahap penunjukan, tahap pengukuhan dan tahap penetapan. 
Tahap penetapan kawasan hutan merupakan momentum yang sangat penting 
di dalam penentuaan status hukum kawasan hutan. Status hukum di dalam surat 
keputusan itu memuaat status hukum kawasan hutan. Status hukum di kawasan 
hutan dituangkan dalam Surat Keputusan Mentri Kehutanan, apakah hutan 
lindung, Hutan produksi, hutan suaka alam, atau Hutan wisata.Di samping itu 
memuat juga tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan. 
Ada dua ciri khas Kawasan hutan, yaitu: (1) Adanya penetapan dari Mentri 
Kehutanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Mentri Kehutanan, dan (2) 
Telah ada penetapan kawasan Hutan .Ada dua konsekuensi logis adanya 
penetapan Mentri Kehutanan. 
Pertama, mewajibkan Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan  untuk mengurus  
dan melindungi kawasan hutan sehingga kawasan itu dapat berfungsi dengan baik. 
Kedua,mewajibkan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam 
perlindungan hutan, tetapi apabila ada masyarakat ingin mengubah, mengalihkan, 
menduduki, dan mempergunakan kawasan hutan tanpa izin dari Menteri 
kehutanan, maka bersangkutan dapat di pidana sanksi pidana sebagaimana yang 




1. Status Hukum Hutan Cadang 
Hutan cadang di atur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1967.Hutan cadang merupakan hutan yang berada di luar kawasan hutan 
yang peruntukannya belum di tetapkan dan tidak di bebani hak milik. 
Kata “belum di tetapkan” dalam pengertiaan di atas mengandung makna 
bahwa hutan itu belum di tetapkan peruntukannya oleh Menteri Kehutanan.Hutan 
jenis ini tidak dapat dikualfikasi sebagai kawasan atau hutan tetap. 
Hutan cadangan tetap dikuasai oleh negara yang di jalankan oleh 
Pemerintah c.q Menteri Kehutanan untuk mengatur peruntukannya atau perbuatan 
hukum yang dapat di lakukan oleh subjek hukum  terhadap hutan tersebut. 
Berdasarkan hal di atas dapat di temukan ciri hutan cadangan yaitu:  
1) Adanya lapangan yang luas minimal ¼ ha, dan  
2) Belum ada penetapan dari Menteri Kehutanan mengenaiperuntukannya. 
Walaupun hutan cadangan belum di tetapkan peruntukannya, namun 
masyarakat tidak di perkenangkan untuk menduduki, mengubah, maupun 
mengalihkan kepada subjek hukum lainnya tanpa izin Menteri Kehutanan. 
 
2. Status Hukum Hutan Lainya 
Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang  Nomor 5 Tahun  1967 mengatur status 
hukum lainnya. Yang di maksud dalam hutan lainnya adalah hutan yang berada di 
luar kawasan hutan dan di luar hutan cadangan.Misalnya, hutan yang ada pada 
tanah hak milik atau tanah yang di bebani hak hak lainya, seperti HGU, HGB dan 
hak pakai. 
Berdasarksan,definisi di atas, hutan lainnya dapat di golongkan  menjadi 
dua macam, yaitu: (1)  hutan milik, dan (2) hutan lainnya yang bukan hak milik. 
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Hutan milik yaitu hutan yang tunbuh di atas hak milik (Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1967).Hutan jenis ini di sebut hutan rakyat. Yang dapat 
di miliki dan menguasai hutan milik adalah orang (baik perorangan maupun 
bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum. 
Pengurusan hutan milik pada pemiliknya.Sesuai dengan hak “menguasai” 
negara, Menteri Kehutana memberikan pembinaan dalam pengurusan hutan 
milik.Dalam rangka pembinaan itu Menteri Kehutanan menetapkan peraturan-
peraturan yang mengatur tentang; pembinaan hutan milik dan hak dan kewajiban 
pemilik dalam kaitannya dengan kepentingan pembangunan dan kepentingan 
umum. Pemilik di bebani kewajiban untuk membayar iuran hasil hutan dan tidak 
di perkenankan  untuk melakuakan penebangan hutan apabila hutan itu untuk 
perlindungan lingkunga, misalnya dekat dengan mata air. Apabilah hal itu tetap di 
tebang oleh pemiliknya akan menimbulkan korban harta benda dan nyawa 
manusia. 
Yang di maksud hutan lainnya bukan hak milik adalah kawasan hutan yang 
tidak termasuk dalam hutan tetap, hutan cadangan, dan hutan milik.Termasuk 
dalam hytan lainnya bukan hak milik adalah hutan yang di bebani dengan HGU, 
HGB, hak pakai, dan lain-lain.Tanahnya merupakan hak dari pemegang hak atas 
tanah yang bersangkuatan, sedangkan status tegakkan hutan yang tumbuh di atas 
tanah tersebut di tentukan sebagai berikut. 
Pertama,pengurusan tegakkan hutan yang tumbuh  di atas tanah tersebut 
sebelumnya merupakan hutan alam berada di bawah pengurusan Pemerintah c.q 
Menteri Kehutanan. 
Kedua,tegakkan hutan yang tumbuh di tas tanah  HGU, HGB, hak pakai, 
dan lain-lain yang di tanam oleh pemegang hak yang bersangkuatan, maka yang 
menjadi pemilik tegakan kayu tersebut adalah penegakan hak yang bersangkutan. 
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Walaupun pemegang hak mempunyai hak atas tegakkan kayu, yang 
berangkutan juga di bebani dengan kewajiban untuk membayar iuran hasil hutan 
dan dana hasil reboisasi. 
Dari  uraiaan di atas dapat di kemukakan ciri hutan lainnya, yaitu: (1) tanah 
yang di maksud telah di bebani hak berdasarkan hukum agraria, seperti Hak 
milik,HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna banguanan), hak pakai dan hak 
lainnya. Di atas tanah hak tersebut tumbuh pohon-pohon jenis hutan, baik karena 
ditanam maupun tumbuh secara alamiah, dan (2) umumnya Hak-hak atas tanah 





B.  Tinjauan Tentang Pengelolaan 
1. Pengertian Pengelolaan 
Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti 
pulapengaturan atau pengurusan. Banyak orang yangmengartikan manajemen 
sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian,dan memang itulah 
pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian 
pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan 
serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. 
Menurut Soekanto, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses yag dimulai 
dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan 
proses terwujudnya tujuan. 
Menurut Prajudi, Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan 
pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan 
untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. 
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Balderton mengemukakan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu 
menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk 
memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. 
Pengertian Pengelolaan menurut Moekijat merupakan rangkaian kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, 
pengendalian dan pengawasan. 
Menurut Hamalik, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses untuk 
menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk 
mencapai tujuannya. 
Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian 
Penelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-
fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk 
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
 
2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh 
swasta.Dalam pengelolaan SDA ini, pemerintah dan swasta saling mendukung 
dalam hal membuat regulasi peraturan, menjadi operator pengelolaan sda, dan 
saling mengontrol pengelolaan SDA. 
Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh kedua unsur ini dalam mengelola 
sumber daya alam adalah berpegang pada prinsip optimal dan efisien,Ini 
dikarenakan sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan pada masa ini saja tapi 
juga harus diwariskan untuk generasi yang akan datang. 
Dari sinilah kita kemudian mengenal yang namanya pembangunan yang 
berwawasan lingkungan, atau pembangunan yang berkelanjutan.Artinya 
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pembangunan yang dilakukan dengan mengelola sumber daya alam jangan sampai 
merusak lingkungan dan habitat sumber daya itu berada.Sehingga pembangunan 
terus dapat dilakukan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.Untuk 
lebih jelasnya tentang prinsip optimal dan efisiensi maka akan dipaparkan 
penjelasan tentang prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. 
 
1. Prinsip Optimal 
Salah satu prinsip dari pengelolaan sumber daya alam adalah digunakan 
secara optimal. Telah tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 
bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. 
Berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang- Undang tersebut, berarti 
optimalisasi pengelolaan sumber daya alam memang harus dilakukan. 
Optimalisasi pengelolaan suberdaya alam ini boleh berati sumber daya alam 
dimanfaatkan secara menyeluruh, memaksimalkan keuntungan dan 
meminimalkan kerugian demi kemakmuran rakyat seutuhnya, namun tetap 
memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut di masa depan. 
Meskipun optimal, bukan berarti penggunaan sumber daya alam ini isa 
maksimal dan seenaknya sendiri.Penggunaan sumber daya alam ini tetap harus 
memperhatikan berbagai hal seperti menerapkan asas pembangunan 
berkelanjutan.Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, namun tidak mengorbankan hak 
penemuhan kebutuhan generasi masa mendatang.Hal ini memiliki arti bahwa 
dalam mengeksploitasi kekayaan alam, selain untuk memenuhi kebutuhan masa 
kini, juga tidak mengorbakan kebutuhan generasi mendatang.Maka dari itulah 
pengelolaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Jika 
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kita menggunaka sumber daya alam secara arif dan bijaksana maka anak cucu kita 
juga akan mewarisi sumber daya alam yang kita miliki, sehingga tidak berdampak 
buruk bagi mereka. 
 
2. Prinsip Lestari 
Prinsip pengelolaan sumber daya alam yang kedua adalah prinsip 
lestari.Lestari sendiri artinya keadaan yang seimbang dan utuh.Maksud lestari 
disini adalah upaya pengelolaan sumber daya alam beserta dengan ekosistemnya 
dengan tujuan mempertahankan sifat asli dan juga bentuknya.Dengan demikian 
kita bisa menyatakan bahwa prinsip lestari disini merupakan berbagai upaya yang 
dilakukan untuk menjaga sumber daya alam yang ada supaya tetap ada, baik itu 
dilihat dari sifatnya maupun dari bentuknya. 
Untuk prinsip lestari sendiri, kita akan menyajikan beberapa contoh 
konsep mengenai prinsip lesatri dalam pengelolaan sumber daya alam. Beberapa 
contoh konsep dalam prinsip lestari antara lain sebagai berikut: 
a. Penggunaan pupuk organik atau pupuk alami 
Salah satu contoh konsep prinsip lestari dalam pengelolaan sumber daya 
alam adalah dengan menggunakan pupuk organik atau pupuk alami.Penggunaan 
pupuk organik atau pupuk alami ini merupakan pilihan yang paling tepat karena 
dapat menyuburkan tanah sevara alami tanpa menghilangkan zat- zat asli yang 
terkandung di dalam tanah. Selain itu kesuburan tanah juga akan terjaga karena 
selalu mengalami regenerasi akibat kandungan dari pupuk organik tersebut. Pupuk 
organik menjadi salah satu penyumbang mikroorganisme yang dapat 
menyuburkan tanah.Meskipun secra umum pupuk kimia juga menyuburkan tanah, 
namun kandungan zat kimianya terkadang dapat menyebabkan stuktur tanah 
malam menjadi rusak. 
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b. Penggunaan pestisida sesuai dengan kebutuhan 
Selain itu penggunaan pestisida yang terkontrol dan sesuai dengan 
kebutuhan juga menjadi salah satu contoh dari konsep lestari dalam pengelolaan 
sumber daya alam. Kita tahu bahwa pestisida merupakan sebuah obat yang 
digunakan untuk membasmi hama dalam pertanian, supaya tanaman tidak rusak. 
Namun perlu diingat bahwa dalam menggunakan pestisida, tidak boleh berlebihan 
karena residu yang diendapkannya apabila terlalu banyak akan bisa menjadi racun 
bagi tanah, dan mempengaruhi kesuburan tanah. 
c. Pelestarian tanah 
Pelestarian tanah juga merupakan salah satu contoh konsep dari prinsip 
lestari dalam pengelolaan sumber daya alam.Pelestarian tanah ini bisa dilakukan 
dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat membuat tanah menjadi lebih 
baik. Beberapa contoh upaya pelestarian tanah antara lain adalah melakukan 
reboisasi atau penanaman hutan kembali, pembangunan terasering pada tanah 
yang miring dan lain sebagainya. 
Selain contoh- contoh yang telah dipaparkan tersebut, masih banyak lagi 
contoh konsep dari prinsip lestari.Hal yang paling inti adalah prinsip lestari ini 
adalah upaya- upaya untuk membuat alam selalu dalam kondisi yang baik. 
 
3. Prinsip Efisien 
Selain prinsip optimal dan juga prinsip lestari, prinsip dalam pengelolaan 
sumber daya alam lainnya adalah prinsip efisien. Efisien merupakan nama lain 
dari hemat. Hemat atau efisien disini merupakan penggunaan sumber daya alam 
yang tidak berlebih- lebihan atau disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Benar 
sekali ,bahwa optimal merupakan penggunaan sumber daya alam yang sebesar- 
besarnya, namun perlu diketahui bahwa dalam menggunakan sumber daya alam 
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ini tetap harus memperhatikan kelangsungan hidup generasi masa depan. Maka 
dari itulah ini juga disebut dengan efisien. 
Prinsip efisisne harus dilakukan tidak hanya kita sebagai masyarakat 
namun juga bagi pemerintah.Sebagai suatu contoh adalah ketika terjadi musim 
kemarau yang panjang, maka sumber daya alam yang mulai langka adalah jenis- 
jenis air. Nah dalam penggunaan air ini tidak boleh berlebihan karena yag 
membutuhkan adalah orang banyak. Jadi yang biasanya mandi 3x sehari, maka 
ketika air mulai langka kita bisa mengurangi jatah mandi kita  menjadi sehari satu 
kali dan lainnya. 
Itulah berbagai prinsip yang dapat kita lakukan dalam pegelolaan sumber 
daya alam.Perlu kita ingat bersama bahwa sumber daya alam merupakan 
kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia.Dengan demikian 
maka sumber daya alam ini menjadi tanggung jawab kita bersama.Tidak ada yang 
boleh memperlakukan sumber daya alam dengan seenaknya sendiri, baik itu 
pemerintah maupun rakyat.Hal ini karena yang membutuhkan sumber daya alam 
adalah keduanya.Hal ini berarti menjadi tanggung jawab semuanya.Selain itu, di 
Undang- Undang Dasar negara Tahun 2017 juga telah memberikan suatu 
pernyataan.Jika ada orang yang melanggarnya maka boleh 
dipidanakan.Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai prinsi- 
prinsi pengolaan sumber daya alam, semoga bermanfaat untuk kita semua. 
 
C. Tinjauan Tentang Hukum 
1. Pengertian dan Lingkup Penegakkan Hukum Lingkungan 
Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang 
memiliki ke khasan yang oleh drupsteen di sebut bidang hukum fungsional 
(funcitionel rechtgebeied)  yaitu di dalamnya terdapat unur-unsur hukum 
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adminitrasi, hukum pidana dan  hukum  perdata oleh sebab itu  penegakkan 
hukum lingkungan dapat di maknai sebagai pengguna atau penerpan istrumen 
istrumen dan sanksi sanksi dalam lapangan hukum admintrasi, hukum pidana dan 
hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran 
mematuhi peraturan peraturan perundang undangan lingkungan hidup. 
Penggunaan instrumen dan sanksi hidup admintrasi di lakukan oleh instansi 
pemerintahan  dan juga oleh warga atau  badan  hukum  perdata. Gugatan Tata 
Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat 
digunakan oleh warga dan badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat 
pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara secara formal atau 
materiil bertentangan peraturan perundang-undangan lingkungan penggunaan 
sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi 
pemerintah. Penggunaan instrumen hukum perdata, yaitu gugatan perdata, dapat 
dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah. 
Namun, jika dibandingkan di antara ketiga bidang hukum, sebagian besar norma-





2. Islam dan Lingkungan Hidup  
Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau sekitar mahluk hidup.  
Mendefinisikan hidup adalah hal yang sulit, karena hidup adalah sebuah proses. 
Jadi lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berupa 
makhluk hidup. Baik itu manusia, binatang maupun tumbuhan. Seperti yang 
terkandung di QS. Al-Rum/ 30 : 41- 42, QS. Al-A’raf/ 7 : 56 - 58 dan QS. Ash-
Shad/ 38 : 27. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lestari artinya tetap selama-
lamanya, kekal, tidak berubah sebagai sediakala, melestarikan; menjadikan 
(membiarkan) tetap tidak berubah dan serasi : cocok, sesuai, berdasarkan kamus 
ini melestarikan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan berarti membuat tetap 
tidak berubah atau keserasian dan keseimbangan lingkungan. 
Cara pelesatarian lingkungan hidup, yaitu: menghentikan penebangan hutan 
secara liar, tidak membuang sampah sembarangan, kalau bisa kita menggunakan 
perabotan yang ramah lingkungan & dapat di daur ulang dan kurangi konsumsi 
bahan bakar bermotor untuk mengurangi polusi. Adapun surat-surat yang 
menjelaskan tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu : 









Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 
(ke jalan yang benar).  Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka 
bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 




Tafsir ayat di atas menyatakan bahwa Sikap kaum musyrikin yang diuraikan 
ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah mempersekutukan Allah, dan 
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mengabaikan tuntutan-tuntutan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, 
masyarakat dan lingkungan, ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan : 
Telah nampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa 
aman, dan di laut seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, 
disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akhirnya 
Allah mencicipkan yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat 
perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang 
benar. Sanksi dan bencana perusakan itu, tidak hanya dialami oleh masyarakat 
Mekah, tetapi ia merupakan sunnatullah bagi siapa saja yang melanggar, baik 
dahulu, kini dan akan datang. Untuk itu wahai Nabi Muhammad Saw., katakanlah 
kepada siapa pun yang meragukan hakikat di atas bahwa : “berjalanlah di muka 
bumi dan di wilayah manapun kaki kamu membawa kamu, lalu perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu, jika kamu memperhatikan 
dengan mata kepala atau pikiran, pasti kamu melihat puing-puing kehancuran 
mereka. Itu disebabkan karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang 
mempersekutukan Allah sehingga kebanyakan pula melakukan kedurhakaan yang 
mengakibatkan kerusakan lingkungan serta merajalela kedurhakaannya.
16
 
Ayat di atas menjelaskan tentang Penegasan Allah swt bahwa berbagai 
kerusakan yang terjadi dimuka bumi merupakan akibat dari perbuatan manusia 
sendiri.Perintah agar umat manusia  mempelajari kisah-kisah umat-umat 
terdahulu. Adanya berbagai bencana yang menimpa umat-umat terdahulu 
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2. QS. Al A’raf / Surat 7 : 56 – 58 
اًعَمَطَو ًافْوَخ ُهوُعْداَو اَهِحَلَْصِإ َدْع َب ِضْرَْلْا فِ اوُدِسْف ُت َلََوۚ  َِّللَّا َتَْحَْر َّنِإ 
 َينِنِسْحُمْلا َنِّم ٌبِيرَق[٥٦] ِو َِْحَْر  َْدَي َْين َب اًر ُْب  َ َِّرلا  ُ ِْر ُي   َِّلا َوُىَوۖ  
 نِم ِوِب اَنْجَرْخََأف َءاَمْلا ِوِب اَنْلَزَنَأف ٍتِّيَّم ٍدَل َِبل ُهاَنْق ُ ًلَاَِقث ًبًاَح َ ْتَّل َقَأ اَذِإ َّٰتََّح
 ِااَرَمَّللا ِّ  ُۚ  َنوُرَّ َ َت ْمُكَّلَعَل ٰىَتْوَمْلا ُِجرُْنُ َكِل َٰ  َ [٥٧] ُبِّيَّطلا ُدَل َبْلاَو
 ِّوَِبر ِنْذِِ  ُُوتاَب َن ُجُرْ َۖ اًدِكَن َّلَِإ ُجُرْ َ َلَ َثُبَخ   َِّلاَو ۚ  ُفِّرَصُن َكِل َٰ  َ 
 َنوُرُك َْي ٍمْوَقِل ِا َْلْا[٥٨ ]   
Terjemahnya : 
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. dan Dialah yang 
meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan 
rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan 
mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan 
hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai 
macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang 
yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. dan tanah 
yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan 
tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. 




Tafsir Ayat di atas ini melarang pengerusakan di bumi. Pengerusakan adalah 
salah satu bentuk pelampauan batas, karena itu ayat ini melanjutkan tuntunan ayat 
yang menyatakan: dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah 
perbaikanny yang dilakukan oleh Allah dan atau siapapun dan berdoalah serta 
beribadahlah kepadanya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih khusyu dan 
lebih terdorong untuk mentaatinya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap 
anugerahnya, terasuk pengabula doa kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik.Setelah 
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menjelaskan betapa dekat rahmatnya kepada para muhsinin, di jelaskan di sini 
sekelumit dari rahmatnya yang menyeluruh dan menyentuh semua makhluk 
termasuk yang durhaka. Di sisi lain, ketika aneka angina itu belum mengandung 
pertikel-partikel air, kata yang digunakan adalah kami mengutus, untuk 
menggambarkan bahwa angin ketika itu masih ringan dan seakan-akan dapat 
berjalan sendiri tanpa diarak atau didorong, tetapi ketika ia telah manyatu, maka 
keadaannya menjadi berat, sehingga gerakannya menjadi lambat, sekaligus untuk 
menunjukkan bahwa Allah swt. Yang menentukan di mana arah turunnya hujan 
itu. Sebagaimana ada perbuatan antara tanah dengan tanah, demikian juga ada 
perbedaan antara kecenderungan dan potensi jiwa manusia dengan jiwa manusia 
yang lain dan tanah yang baik, yakni yang subur dan selalu dipelihara, tanaman-
tanamannya tumbuh subur dengan seizin, yakni berdasar kehendak Allah yang 
ditetapkannya melalui hukum-hukum alam dan tanah yang buruk, yakni yang 
tidak subur. Demikianlah kami mengulang-ulangi dengan cara beraneka ragam 
dan berkali-kali ayat-ayat, yakni tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami bagi 
orang-orang yang bersyukur, yakni yang mau menggunakan anugerah allah 
sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
18
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa beberapa orang atau bahkan banyak orang 
yang tak peduli dengan lingkungan, orang-orang tersebut seenaknya saja merusak 
alam tanpa memperhatikan kesudahannya (akibatnya) setelah perbuatan yang 
mereka perbuat.Beberapa orang yang membuat kerusakan tersebut tak hanya 
membuat kerusakan kepada benda ataupun alam saja namun juga merusak sikap, 
melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela, melakukan maksiat dan 
bahkan masih hidup seperti saat zaman jahiliah dulu.Allah SWT sebagai Tuhan 
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seluruh Alam semesta melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di muka 
bumi.Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu 
memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah 
sebaliknya yang merusak bumi. Dalam surah di atas juga terdapat kandungan 
bahwa salah satu karunia Allah yang besar adalah menggerakan Angin sebagai 
tanda akan datangnya rahmat-Nya. Angin membawa awan tebal dan di halau ke 
negeri yang kering disana terdapat tanaman yang telah mati karena kekeringan, 
sumur-sumur warga telah kering dan masyarakat tekah kehausan.Allah akhirnya 
menurunkan hujan ke negeri tersebut dan negeri yang hampir mati tersebut 
akhirnya hidup subur kembali.Dengan itu juga telah di hidupkannya negeri 
tersebut dan dengan kemakmuran atas tanaman-tanaman yang melimpah banyak. 
3.  QS. Ash-Shad / Surah 38: 27 
 ًلَِطَبً اَمُه َن ْ ي َب اَمَو َضْرَْلْاَو َءاَمَّسلا اَنْقَلَخ اَمَوۚ اوُرَف َ َني َِّلا ُّنَظ َكِل َٰذ ۚ  
 ِراَّنلا َنِم اوُرَف َ َني َِِّّلل  ٌْيَو َف[٣٨:٢٧] 
 
Terjemahnya: 
 Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 
keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang 




Tafsir Ayat diatas menyatakan: dan kami tidak menciptkan langit dan 
bumi serta apa yang ada antara keduanya seperti udara, dan tentu tidak juga kami 
menciptkan kamu semua dengan batil yakni sia-sia tanpa hikmah. Yang demikian 
itu adalah anggapan orang-orang kafir, dan karenanya mereka berkata bahwa 
hidup berakhir di dunia ini; tidak akan ada perhitungan, juga tidak ada surga dan 
neraka, maka kecelakaan yang amat besar menimpa orang-orang kafir akibat 
dugaanyya itu karena mereka akan masuk neraka. Seandainya penciptaan alam ini 
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tanpa tujuan yang haq, maka itu berarti apa yang dilakukan Allah Swt. 
Menyangkut kehidupan dan kematian makhluk, serta penciptaan serta 
pemusnahannya, semua dilakukannya tanpa tujuan. Tetapi karena itu bukan 
permainan, bukan juga tanpa tujuan, maka pasti yang maha kuasa itu 
membedakan antara yang berbuat baik dan buruk, lalu memberi ganjaran balasan 
sesuai amal perbuatan masing-masing.
20
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan langit dan bumi 
ada hikmahnya. Dengan adanya langit  dan bumi manusia bisa memeriksa  tentang 
ke-esaan-nya. Bumi dengan alam yang indah, lautan yang luas, hanya  Allah-lah  
yang mampu  menciptakan itu semua. Anggapan ini tentunya bagi orang-orang 
yang bertakwa. Namun  sebaliknya bagi orang-orang kafir, alam raya dan isinya 
justru mereka salah gunakan. Mereka  membuat kerusakan demi ambisi 
serakahnya  maka tidak ada balasan yang pantas  bagi orang-orang kafir  di 
akhirat  kecuali azab yang pedih 
 
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian 
a. Pengertiaan perjanjian 
 Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjiaan yang di jadikan judul 
Bab II buku Bab III  Burgelirik Wetbeok (BW). Digunakannya kata “atau” di antar 
kata “Kontrak” dan “Perjanjiaan” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa 
hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang 
berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis 
dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian 
atau persetujuan yang tertulis
21
, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk 
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lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian 
memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan 
pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hokum perjanjian disebut 
prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak 
melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 BW). 
Persoalannya adalah mengapa Bab II Buku III BW menggunakan kedua 
istilah tersebut. Menurut J. Satrio bahwa dengan penyebutan cara berturut-turut 
istilah kontrak atau perjanjian memang sengaja dilakukan oleh pembuat undang-
undang untuk menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang 
sama
22
, dan memang kontrak dan perjanjian dari sisi tertentu sebagaimana 
dikemukakan di atas memiliki arti sama yaitu keduanya mengandung janji atau 
kesanggupan seseorang untuk melakukan prestasi. Di sisi lain, kontrak tidak lain 
adalah perjanjian dalam bentuk tertulis atau sebaliknya perjanjian adalah kontrak 
dalam bentuk lisan. Dengan demikian, istilah kontrak dan perjanjian, khususnya 
pada judul Bab II Buku III BW  pengertiannya sama, sehingga khusus istilah 
kontrak disini tidak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat untuk jangka waktu 
tertentu dan dalam bentuk tertulis. 
Kamus hukum menggunakan dua istilah kaitannya dengan pengertian 
perjanjian, yaitu perjanjian dan perseujuan, dimana perjanjian atau persetujuan 
diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap seorang lain atau lebih, sementara Pasal 1313 BW  menggunakan istilah 
persetujuan yang diartikan sebagai suatu pernuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
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Definisi perjanjian atau persetujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 
1313 BW  tersebut mengandung kelemahan, sehingga para sarjana mengajukan 
keberatan terhadapnya, seperti: 
1.   R. Setiawan dengan keberatannya: 
a. Rumusan Pasal 1313 BW tersebut selain tidak lengkap juga sangat 
luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak 
saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 
“perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela (zaakwarneming) dan 
perbuatan melawan hokum (onrechtmatige daad). 
b. Oleh karena itu perlu kiranya di adakan perbaikan mengeenai definisi 
tersebut, yaitu menjadi persetujuaan atau perjanjiaan adalah suatu 
perjanjiaan hukum. Di mana orang lebih mengikatkan dirinya atau 
saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
23
. 
2.   Abdulkadir Muhammad dengan keberatkannya: 
a. Pasal 1313 BW hanya mengikat sepihak saja. Kata-kata 
“mengikatkan”  sifat hanya datang dari satu  pihak saja, tidak dari 
kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu, “saling mengikatkan 
diri” jadi ada konsesnsus anta pihak-pihak. 
b. Kata perbuatan juga yang mencakup konpensus. Dalam pengertiaan 
“perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa 
(Zaaakwaarneming), tindakan meawan hukum (Onrecthmatige daad) 
yang  tidak mengandung consensus. Seharusnya di pakai kata 
“persetujuaaan”.  
c. Pengertiaan perjanjiaan dalam pasal 1313 BW telah luas karena 
mencakup juga janji kawin yang di atur dalam lapangan hukum 
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keluarga. Padahal yang di maksud adalah hubungan antara debitur dan 
kreditur dalam hubungan harta kekayaan saja. 
d. Dalam perumusan pasal 1313 BW tidak di sebutkan tujuaan 
mengadakan perjanjiaan, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu 
tidak jelas untuk apa. 
Berdasarkan keberatan-keberatannya  tersebut, maka menurut Abdulkadir 
Muhammad bahwa perjanjiaan adalah suatu persetujuaan dengan mana dua orang 
atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu dalam hal lapangan 
harta kekayaan
24
. Kemdudian, Lakmono Susanto mengemukakan bahwa 
perjanjiaan adalah suatu peristiwa kalau seseorang berjanji kepada orang lain atau 
ketika orang lain itu saling berjanji kepada oran lain atau ketika orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan perjanjiaan tersebut timul 
hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya saling berjanji, 
hubungan hokum mana timbul karena satu pihak ada hak dan ada pihak lain ada 




H. Chairuman Pasaribu, dan suhkrarwardi K.lubis mengatakan  bahwa 
perjanjiaan adalah suatu perbuataan kesepakatan antara seseorang atau beberapa 
orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu 
perbuatan tertentu. Di dalam hukum, kalau perbuatan itu mepunyai akibat hukum 
maka perbuatan tersebut di istilahkan dengan perbuatan hukum
26
. 
Para sarjana tersebut menyebutkan tujuaan perjanjiaan antara pihak-pihak 
secara berbeda-beda.Ada yang menyebutkan dengan istilah “melakukan suatu 
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perbuatan yang tertentu”, Melaksanakan sesuatu hal di bidang harta kekayaan”. 
Khusus Riduan Syahrani, mengunakan istilah “melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” kiranya istilah “melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” tersebut tidak meliputi semua tujuaan dari 
pada diadakannya perjanjiaan, karena selain dua hal tersebut, masih ada tujuaan 
perjanjiaan lainya, yaitu “melakukan sesatu hal”. Agar semuah istilah yang di 
gunakan secara berbeda pada sarjana tersebut, menjadi seragam dan meliputi 
semua tujuaan dan perjanjiaan, maka di rekomendasikan mengunakan istila 
“melaksanakan prestasi” karena prestasi perjanjiaan pasti meliputi “menyerahkan 
sesuatu melakuan suatu pekerjaan” dan “tidak melakukan sesuatu kerjaaan” yang 
tentunya semua itu berada di lapangan harta kekayaan atau dapat di nilai dengan 
uang. 
Mengapa hukum perjanjiaan, khusunya yang di atur dalam pasal 1313 BW 
merupakan hukum perjaniaan dalam lapangan harta kekayaan?  Karena menurut J. 
Satrio bahwa perjanjiaan dapat di atur menjadi dua bagian, yaitu: perjanjian dalam 
artian luas dan perjanjiaan dalam artian sempit. Perjanjiaan dalam artian luas 
berarti setiap perjanjiaan yang menimbulkan akibat hukun sebagai yang di 
hendaki atau di anggap di hendaki oleh para pihak, termasuk dalam perkawinan, 
perjanjian kawin dan lain-lain.Sedangkan perjanjiaan dalam artian sempit adalah 
perjanjian yang hanya di tunjukan kepada hubungan-hubungan hukum dan 
lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang di maksud oleh Buku III BW
27
. 
Karena perjanjiaan yang di bicarakan di sini adalah perjanjian sebagai 
bagian dari hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan bagian dari 
hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di 
dalam kekayaan. Artinya, hak dan kewajiban yang mengikat pihak-
pihak dengan di adakannya perjanian, tidak lain adalah hak dan 
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kewajiban dalam  wujud benda, Hak kebendaan atau segalah hak dan 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, menurut 
Bogdandan Taylor dalam bukunya Lexy. J. Moleong mendefinisikan metode 
penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 




Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 
yaitu penelitian yang melihat objek  penelitian  sebagai  kesatuan yang 
terintegrasi, yang  penelaannya  kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, 
mendalam, mendetail, dan komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji objek 
yang  mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui 
pengumpulan data yang diperoleh. Dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan 
objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. Alasan 
menggunakan  penelitian  kualitatif deskriptif  karena permasalahan masih sangat 
beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen di perlukan 
pendalaman  lebih  lanjut juga  karena peneliti  ingin mendapatkan data yang lebih 
lengkap,lebih mendalam,kredibel dan bermakna tentang permasalahan penelitian. 
 
2. Lokasi Penelitian 
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Dalam melakukan kegiatan penelitian maka harus adanya lokasi 
penelitian, penulis memilih lokasi Hutan Suaka Margasatwa KO’Mara bisoloro di 
kecamatan bungayya Kabupaten Gowa ,pemerintah setempat yang berada di 
lokasi penelitian tersebut, ini juga merupakan lokasi yang sangat strategis dan 
jalur transportasi menuju lokasi tersebut sangat lancar sehingga dapat 
memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Merujuk pada pendekatan yang digunakan penulis, yaitu jenis penelitian 
kualitatif yang tidak mempromosikan teori sebagai alat yang hendak diuji. Maka 
teori dalam hal ini berfungsi sebagai hal pendekatan untuk memahami lebih dini 
konsep ilmiah yang relevan dengan fokus permasalahan dengan demikian penulis 
menggunakan pendekatan manajemen. Pendekatan inimeminjam teori-teori yang 
telah mapan dalam bidang disiplin ilmu terkait manajemen untuk mengungkapkan 
dan menejelaskan mengenai suatu fenomena atau gejala tertentu dalam kaitannya 
dengan tinjuaanyuridis pegelolaana kawasan konservasi suaka marga satwa hutan 
KO’Mara menjadi objek wisata 
 
C. SumberData 
Dalam penelitian ini sumber yang digunakan untuk memperoleh data, 
yaitu: 
1. Data Primer 
Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu para informan, 
melalui observasi peneliti dalam penelitian tersebut, wawancara dengan beberapa 
anggota Dinas Kehutanan termasuk di dalamnya para penasihat, dan Pemerintah 




2. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku, 
artikel-artikel serta laporan hasil penelitian orang lain, jurnal-jurnal serta sumber 
lainnya yang dapat menambah data bagi peneliti. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam 
sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-
sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau 
lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain: 
a. Observasi/Pengamatanadalah suatu tindakan manusia untuk 
menerimapengetahuan dari dunia luar dengan menggunakan indera.
2
 Dalam 
penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa 
atau mencatat karakteristik fisik dalam kegiatan yang alamiah. Metode ini 
merupakan cara yang sangat relevan untuk mengawasi perilaku penduduk atau 
instansi disuatu tempat seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan 
keadaan tertentu. Meskipun demikian metode ini ada pula kelemahannya yaitu 




b. Interview, (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya 
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Dalam 
wawancara Djaali dan Muljono membaginya dalam dua kategori yaitu: 
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wawancara tak terstruktur, suatu wawancara yang bersifat luwes, susunan 
pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada 
saat wawancara. serta wawancara terstruktur, suatu wawancara yang susunan 
pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-
pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.
4
 
c. Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 
dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-
peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya. Berdasarkan pengertian 
tersebut, penulis dengan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi 
berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan informasi yang sifatnya 
teks adalah dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan 
arah penelitian. Data yang diperoleh dari metode dokumentaasi adalah data 
mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan historikalnya. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 
baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah 
diolah
5
.  Kedudukan suatu instrument pengumpul data dalam proses penelitian 
sangat penting karena kondisi data tergantung alat (instrumen) yang 
dibuat.
6
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah kamera atau 
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handphone, pulpen dan kertas. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali 
data dari sumber-sumber informasi. 
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 
 Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat dipahami dengan 
mudah. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema, atau 
kategori. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dalam penelitian ini, maka data 
yang didapatkan dilapangan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu 
dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari sejumlah 
data-data yang telah diperoleh di lapangan selama penelitian berlangsung.
7
 Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan proses analisis data dengan model interaktif 
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut: 
 
 
1. Tahap Pengumpulan Data 
Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulann data dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses 
pengumpulan data harus melibatkan aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks 
terjadinya peristiwa. 
2. Reduksi Data 
Dalam penyusunan data, tahap pertama yaitu menyusun data yang 
diperoleh dalam bentuk uraian lengkap dan banyak, kemudian data tersebut 
dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan diutamakan yang berkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas dalam skripsi. Data yang telah direduksi memberikan 
gambaran yang lebih tajam tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di 
dalamnya tentang hasil observasi dan wawancara. 
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3. Data Display (Penyajian Data) 
Tahap berikutnya adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan 
Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Dengan  mencermati 
penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi 
dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya 
atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan 
tersebut. 
4. Verifikasi (Kesimpulan) 
Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 
kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti dari kata yang telah 
ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan 
interpretasi yang dibuatnya. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu 
kegiatan yang utuh. Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan: 
kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah, menarik kesimpulan dan 
verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalis kualitatif mulai 
mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 
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A. Lokasi Penelitian  
1. Gambaran Umum Suaka Margasatwa Ko’mara 
Suaka Margasatwa Ko’mara merupakan kawasan hutan suaka alam yang 
mempunyai ciri khas berupa ke anekaragaman dan memiliki keunikan jenis satwa 
yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelansungan hidupnya 
terhadap habitatnya. 
Suaka Margasatwa Ko’mara ditunjuk menjadi kawasan konservasi 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 147/KPTS-II/1987 
tanggal 19 Mei 1987 Tentang Perubahan Status Hutan Lindung Komara seluas ± 
8.000 Ha. yang terletak di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan menjadi Taman 




Penataan batas fungsi dilaksanakan pada tahun 1997 – 1998, yang 
dilaksanakan dalam dua tahap, terealiasi sepanjang 10,54588 km dan 16,204 km, 
dengan luas temu gelang 2.972 Ha. Selanjutnya SM Ko’mara ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 911/Kpts-II/1999 tanggal 14 
Oktober 1999 seluas 2.972 Ha. 
Secara geografis, SM. Ko’mara terletak pada koordinat 05º 19’ 55”-  05º 
23’ 59” Lintang Selatan (LS) dan 119º 34’8.4” - 119º 38’48” Bujur Timur (BT), 
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dan secara administrasi pemerintahan terletak di Kecamatan Polombangkeng 
Utara Kabupaten Takalar dan di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Provinsi 
Sulawesi Selatan. Berdasarkan organisasi pengelolaan, kawasan ini termasuk 
dalam wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah III Soppeng, Bidang KSDA 
Wilayah II Parepare, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. 
Batas-batas kawasan SM. Ko’mara sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara  : Desa Bissoloro, Kec. Bungaya Kab. Gowa 
b. Sebelah Selatan : Desa Ko’mara Kec. Polombangkeng Utara Kab. 
Takalar Dan Hutan Produksi 
c. Sebelah Timur  : Desa Bissoloro, Kec. Bungaya Kab. Gowa 
d. Sebelah Barat : Desa Barugaya, Kec. Polombangkeng Utara Kab. 
Takalar. 
2. Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Suaka Margasatwa Ko’mara 
a. Visi 
Visi Pengelolaan SM. Ko’mara adalah “Menjadi suaka margasatwa 
terdepan dalam konservasi satwa liar, khususnya pengawetan satwa liar Rusa 
Timor (Cervus timorensis)”. 
 
b. Misi 
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, misi pengelolaan SM. 
Ko’mara meliputi : 
47 
 
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi kawasan sebagai tempat 
perlidungan dan pengawetan satwa liar, penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan, budidaya, dan budaya masyarakat setempat; 
2. Memantapkan perlindungan dan pengawetan sumberdaya alam hayati 
dan ekosistemnya; 
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan SM. Ko’mara; 
4. Meningkatkan koordinasi dan pengembangan kemitraan; 
5. Memberdayakan warga masyarakat sekitar SM. Ko’mara. 
 
c. Tujuan Pengelolaan 
Mewujudkan SM. Ko’mara sebagai kawasan konservasi yang dapat 
memberikan kontribusi pada konservasi satwa liar, pengembangan ilmu 
pengetahuan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap 
menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta 
pengembangan budaya masyarakat setempat melalui pola pengelolaan kolaboratif. 
d. Potensi Flora dan Fauna yang di miliki Suaka Margasatwa Ko’mara 
Potensi Flora  
Tabel 1.1 Flora Suaka Margasatwa Ko’mara 
No Nama Indonesia Nama Spesies 
1 Jati Tectona grandis 
2 Lento-lento Gastonia seratifolia 
3 Bitti Vitex cofassus 
4 Laban Vitex pubescen 
5 Kemiri Aleurites mollucana 
6 Kenanga Cananga odorata 
7 Beringin/ara Ficus spp 
8 Kayu hitam Dyospiros celebica 
9 Mangga Mangifera indica 
10 Nyato Palaqium batanense 
11 Ketapang Terminalia catappa 
12 Bambu Bambusa sp 
13 Cenrana/angsana Pterocarpus indicus 
48 
 
14 Rotan Calamus spp 
15 Enau Arenga sp 
16 Jabon Antocepalus cadamba 
Sumber : Database BBKSDASS & Data Primer, 2012 
 
Potensi Fauna 
Tabel 1.2 Fauna Suaka Margasatwa Ko’mara 
No Nama Indonesia Nama Spesies 
1 Babi Hutan S. vitatus 
2 Rusa Timor C. timorensis 
3 Kelelawar Pteropus vampyrus 
4 Tikus Ratus ursinus 
5 Kera hitam Macaca maura 
6 Musang Felis bengalensis 
7 Kuskus Phalangerursinus 
8 Raja Udang Halcyon chloris 
9 Rangkong Sulawesi R. cassidix 
10 Kepodang  Oriolus chinensis 
11 Tekukur Columba liviadomestica 
12 Clay Holiotus spp. 
13 Ayam hutan Ghallus ghallus 
14 Puyuh Turnix sp. 
15 Punai Tekeron sp. 
16 Walet Kunelet Aerodramus vamcorenis 
17 Kepodang Coracina sp. 
18 Srigunting Dicrurus sp. 
19 Gagak Corvus macrorhynchus 
20 Kucica Copsychus sp. 
21 Pergaum Duceula sp. 
22 Putipili Turena monodensis 
23 Burung kepas Rhipidura perlata 
24 Jalak Stumus sp. 
25 Burung madu Nectaria sp. 
26 Bondol hijau Erychura prasina 
27 Bondol Lachura malaca 
28 Burung cabe  
29 Biawak Air Tawar V. salvator 
30 Ular Sawah  P. reticulatus 
31 Kadal  Mabuya sp. 
32 Ular pucuk Dryophis prasinus 
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33 Ular Tanah Boiga dendrophila 
34 Bunglon Galotus sp. 
35 Tokek Gecho-gecho 
36 Kupu-kupu Troides sp. 
37 Kupu-kupu mal (moth) Artiidae spp 
38 Kumbang Buprestidae spp. 
39 Capung Odonata spp. 
40 Congret Cicadidae spp. 
Sumber : Database BBKSDASS & Data Primer, 2012 
2. Gambaran Umum Tentang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan merupakan UPT 
dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
Sulawesi Selatan mengelola kawasan konservasi dan mewujudkan konservasi 
sumber daya alam di dalam maupun di luar kawasan konservasi dengan tetap 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 
Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah 
dilakukan adalah dengan menetapkan wilayah-wilayah tertentu baik di daratan 
maupun di perairan sebagai kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam 
(cagar alam dan suaka margasatwa), kawasan pelestarian alam (taman nasional, 
taman hutan raya dan taman wisata alam), serta taman buru, yang merupakan 
perwakilan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, keutuhan sumber plasma 
nutfah, keseimbangan ekosistem, keunikan dan keindahan alam sehingga lebih 
dapat mendukung pembangunan dan menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat 
serta pelestarian lingkungan hidup, melalui upaya pemanfaatan diantaranya 
penelitian, pendidikan, pengembangan budidaya, rekreasi alam. 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang konservasi sumber 
daya alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan telah 
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menyusun Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategi Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019, dimana 
renstra tersebut juga merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. 
3. Tugas dan FungsiPokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam  
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
RepublikIndonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam 
menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam 
merupakan unit pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2
 
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam 
adalah sebagai berikut: 
1. Tugas 
Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dicagar 
alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi 
teknis pengelolaan tamanhutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 
2. Fungsi 
a) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana 
pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman 
buru; 
b) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka 
margasatwa, taman wisata alam, taman buru; 
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c) Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; 
d) Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman 
wisata alam dan taman buru; 
e) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta 
sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional; 
f) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; 
g) Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; 
h) Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan 
konservasi (KPHK); 
i) Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber 
daya alam dan ekosistemnya; 
j) Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya 
alam dan ekosistemnya; 
k) Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar; 
l) Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar; 
m) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem 
esensial; 
n) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya 
alam dan ekosistemnya; 
o) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi; 
p) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan. 
 
B. Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan 
Dalam Mengelolah Suaka Margasatwa Ko’mara 
Kawasan SM Ko’Mara merupakan kawasan pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan sebagai wilayah perlindungan sistem 
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penyangga kehidupan. Kawasan ini juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 
penelitian, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya serta 
budaya bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh kawasan SM 
Ko’mara adalah berupa flora dan fauna. 
Untuk pengembangan lebih lanjut, SM Ko’mara seharusnya dapat dikelola 
secara terarah, efektif, dan efisien, sehingga potensi sumberdaya alam yang 
terdapat di dalamnya dapat tetap lestari dan mendatangkan manfaat sebesar-
besarnya, baik secara ekologis dan ekonomis-finansial maupun manfaat lainnya. 
Mengenai upaya pengelolaan kawasan suaka margasatwa Ko’Mara yang 
selaras dengan visi pengelolaannya yaitu“Menjadi suaka margasatwa terdepan 
dalam konservasi satwa liar, khususnya pengawetan satwa liar Rusa Timor 
(Cervus timorensis)”. Visi tersebut akan terealisasikan dengan Mengoptimalkan 
peran dan fungsi kawasan sebagai tempat perlidungan dan pengawetan satwa liar, 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, budidaya, dan budaya 
masyarakat setempat. 




1. Melakukan Perencanaan 
Tujuan dari adanya perencanaan adalah menetapkan suatu kegiatan, tujuan 
ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai. Dengan adanya 
perencanaan dapat memberikan arah dalam melakukan kegiatan dimasa yang akan 
datang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan menyangkut beberapa 
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unsur diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, 
hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam suatu waktu tertentu. 
Untuk merencanakan suatu kegiatan maka sangat dibutuhkan sasaran dalam 
pengelolaan, adapun sasaran pengelolaan yaitu : 
1. Terjaganya kelestarian ekosistem dan jenis satwa/tumbuhan endemik; 
2. Terwujudnya dukungan dan partisipasi para pihak; 
3. Terwujudnya pemanfaatan potensi wisata dan jasa lingkungan SM. 
Ko’mara yang optimal; 
4. Meningkatnya kesadaran dan kesejahteraan warga masyarakat sekitar; 
5. Terwujudnya kelembagaan pengelolaan SM Ko’mara yang mantap;  
6. Tersedianya data dan informasi kawasan yang lengkap; 
7. Mantapnya kawasan konservasi SM Ko’mara. 
 Untuk mewujudkan sasaran pengelolaan tersebut di atas, disusun rencana 




Sasaran 1. Terjaganya Kelestarian Ekosistem dan Jenis Satwa/Tumbuhan 
Endemik 
1. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan 
Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan bertujuan untuk 
mencegah dan menanangani terjadinya kerusakan kawasan akibat aktivitas warga 
masyarakat dan pengunjung di dalam kawasan, dan untuk memberikan rasa aman 
kepada pengunjung. 
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Kegiatan perlindungan dan pengamanan yang akan dilaksanakan di 
kawasan SM. Ko’mara bersifat preemtif, preventif, dan represif. Untuk 
menunjang kelancaran kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, tentunya 
perlu dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, seperti : pos jaga, radio 
komunikasi, kendaraan operasional, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain 
fasilitas tersebut diatas, upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan 
Pemda setempat pun diperlukan. 
Kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan SM. Ko’mara 
yang telah dan akan dilaksanakan, meliputi : 
a. Penyusunan juklak, juknis, protap/SOP, dan atau rencana kerja/rencana 
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; 
b. Pembuatan dan  pemasangan papan informasi/larangan; 
c. Pembuatan jalan patroli; 
d. Kegiatan preemtif  berupa : sosialiasi, penyuluhan, dan atau kampanye; 
e. Kegiatan preventif berupa : pengawasan, penjagaan, dan atau patroli; 
f. Kegiatan refresif berupa : intelijen/pulbaket, operasi pengamanan kawasan 
fungsional/gabungan dan atau operasi yustisi; 
g. Penegakan hukum (proses yustisi); 
h. Koordinasi dengan instansi dan para pihak terkait; 
i. Perlindungan dan pengamanan kawasan secara partisipatif. 
Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi tersebut di 
atas akan dilaksanakan baik rutin maupun berkala pada tiap rencana kerja 
tahunan. 
2. Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sebagai upaya 
konservasi keanekaragaman hayati SM. Ko’mara. Kegiatan pengawetan jenis 
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tumbuhan dan satwa liar ini dilakukan pada setiap Rencana Tahunan.  Upaya 
pengawetan ini akan lebih diprioritaskan pada jenis tumbuhan dan satwa liar yang 
sifatnya spesies kunci, dilindungi, dan atau endemik. 
Beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan pengawetan 
tumbuhan dan satwa liar di SM. Ko’mara antara lain : 
a. Pengawasan dan pengendalian terhadap habitat tumbuhan dan satwa liar; 
b. Pengawasan terhadap perburuan;  
c. Pengendalian terhadap ancaman gangguan ekosistem; 
d. Penangkaran/budidaya tumbuhan dan satwa liar; 
e. Pembinaan habitat/ekosistem; 
3. Rehabilitasi Kawasan 
 Rehabilitasi kawasan SM. Ko’mara akan dilakukan apabila terjadi 
kerusakan. Rehabilitasi ini dilakukan melalui kegiatan reboisasi dan atau 
pengkayaan tanaman. Saat ini telah dilaksanakan reboisasi di beberapa tempat di 
SM. Ko’mara untuk memulihkan kondisi kawasan yang rusak.5 
 Kegiatan reboisasi dan atau pengkayaan tanaman dilakukan dengan 
penanaman jenis tanaman asli atau sebelumnya ada di kawasan konservasi ini. 
Selain untuk tujuan hidrologi dan konservasi tanah, jenis-jenis tanaman asli ini 
dimaksudkan sebagai sumber pakan dan obyek bermain satwa liar yang berada di 
dalam kawasan konservasi ini, pemulihan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, 
serta untuk menghindari masuknya hama dan penyakit melalui tanaman eksotik. 
Sasaran 2.  Terwujudnya Dukungan dan Partisipasi Para Pihak 
1. Peningkatan Koordinasi dan Integrasi 
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Untukmemantapkan kapasitas Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dalam 
mengelola SM. Ko’mara, perlu wadah dan mekanisme koordinasi yang disepakati 
antara Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dengan para pihak terkait. 
Pengembangan dan pemantapan resort pengelolaan kawasandiharapkan dapat 
meningkatkan koordinasi dan itegrasi antar-parapihak dalam pengembangan SM. 
Ko’mara, serta dalam pengaturan dan pengendalian berbagai aktivitas, baik di 
dalam maupun di sekitar kawasan SM. Ko’mara. Peningkatan koordinasi dapat 
membantudalam perencanaan dan pelaksanaan terpadu dalam pemanfaatan serta 
perlindungan SM. Ko’mara dan wilayah di sekitarnya.  
Aktivitas yang akan dikoordinasikan dan diintergasikan adalah 
pemanfaatan potensi sumberadaya alam SM. Ko’mara seperti pemanfaatan jasa 
lingkungan dan wisata alam terbatas. 
 
2. Peningkatan Peranserta dan Pemberdayaan Masyarakat 
Keberhasilan pengelolaan SM. Ko’mara tentunya tak terlepas dari 
peranserta dan keberdayaan warga masyarakat di sekitarnya. Warga masyarakat 
yang berada dan beraktivitas di sekitar kawasan serta menggantungkan hidupnya 
pada kawasan konservasi ini memiliki peran yang sangat penting bagi 
kelangsungan pengelolaan. 
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peranserta dan pemberdayaan 
masyarakat antara lain dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, kampanye, 
pendidikan lingkungan. Selain itu, Balai Besar KSDA Sulsel telah membentuk 
Masyarakat Mitra Polhut yang diharapkan dapat berperan-serta dalam 





 Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadartahuan (persepsi) masyarakat tentang pengelolaan SM. 
Ko’mara dan manfaat yang mereka rasakan baik langsung maupun tidak langsung 
sehingga mereka dengan sadar dan sukarela mau terlibat (berpartisipasi) dalam 
pengelolaan. Selain itu, peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat 
juga dilakukan atas pelibatan langsung yang dilakukan oleh pihak Balai Besar 
KSDA Sulawesi Selatan selaku pengelola kawasan konservasi ini. 
 Peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SM. 
Ko’mara dapat dilakukan pada kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, 
identifikasi dan inventarisari tumbuhan dan satwa liar, penangkaran/budidaya 
tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, kepariwisataan, 
dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya. 
Sasaran 3.Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan SM 
Ko’mara yang Optimal 
1. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam 
a. Wisata Alam Terbatas 
Potensi sumberdaya alam yang terdapat di kawasan SM. Ko’mara 
merupakan modal untuk pengembangan wisata alam lebih lanjut. Panorama alam 
pegunungan sekitar kawasan dapat menjadi penunjang wisata edukatif. 
Pemanfaatan potensi sumberdaya alam di kawasan konservasi ini dapat dilakukan 
sepanjang masa dan pada Blok Pemanfaatan. 
Di kawasan konservasi ini dapat dilakukan beberapa alternatif kegiatan 
wisata, misalnya penelitian ekologi, wisata edukasi bagi siswa, mahasiswa, 
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maupun masyarakat umum, penelitian vegetasi dan satwa liar tertentu yang ada di 
wilayah ini. 
b. Pendidikan dan Penelitian 
Kegiatan penelitian di kawasan SM. Ko’mara dimaksudkan 
memperkaya/memutahirkan data dan informasi tentang kondisi biofisik SM. 
Ko’mara, khususnya data tentang habitat dan populasi key spesies, serta data 
kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitarnya. Kegiatan penelitian 
ini juga bertujuan untuk mengamati/menganalisis potensi sumberdaya alam yang 
dapat dimanfaatkan bagi pengembangan sektor pertanian (bibit unggul), 
perkebunan (bibit unggul), kesehatan (obat-obatan), dan lain-lain.
7
 Selain itu, 
pendidikan lingkungan bagi anak-anak sekolah di kawasan konservasi ini akan 
lebih mudah mereka pahami karena melihat dan merasakannya langsung di 
lapangan. 
Bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian di 
kawasan konservasi ini, tentunya setelah berkoordinasi dan mendapat Surat Ijin 
Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. 
c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan  
Pemanfaatan jasa lingkungan SM. Ko’mara yang dapat dilakukan 
diantaranya pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga 
masyarakat sekitar kawasan konservasi. Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan 
lainnya yang dapat dimanfaatkan di kawasan konservasi ini perdagangan karbon 
(carbon trade). 
Pemanfaatan jasa lingkungan air sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar. 
Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi jasa lingkungan air yang 
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dimanfaatkan serta penyerapan karbon (valuasi karbon). Kegiatan ini perlu 
dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang banyaknya air sungai 
yang dimanfaatkan oleh masyarakat, bentuk-bentuk pemanfaatan air sungai, dan 
besarnya biaya/kontribusi yang harus dibayar atas pemanfaatan air tersebut. 
Valuasi carbon ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang 
banyaknya karbon yang dapat diserap oleh vegetasi yang ada pada SM. Ko’mara. 
 
Sasaran 4. Meningkatnya Kesadaran dan Kesejahteraan Warga Masyarakat Sekitar 
1. Pembinaan dan Pengembangan Daerah Penyangga 
Kawasan SM. Ko’mara yang berbatasan langsung dengan Hutan Produksi, 
dan tanah garapan masyarakat, menjadikan kawasan ini rentan terhadap 
perubahan kondisi kawasan hutan di sekitarnya. Terdapat 3 (tiga) desa di sekitar 
SM. Ko’mara yaitu Desa Bungaya, Desa Ko’mara dan Desa Bissoloro. Rusaknya 
kawasan hutan di sekitar SM. Ko’mara akan berpengaruh terhadap kelangsungan 
pengelolaan kawasan konservasi ini. Penggundulan hutan atau aktivitas pertanian 
di sekitarnya, akan merusak sistem ekologi. 
Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga SM. Ko’mara akan 
dilaksanakan setiap tahun dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar 
kawasan. Bagi desa-desa yang berada di sekitar SM. Ko’mara rencananya akan 
dijadikan desa-desa konservasi, yang nantinya diharapkan dapat menerapkan 
prinsip-prinsip konservasi bagi warganya dalam melakukan aktivitasnya. 
2. Peningkatan Peranserta dan Pemberdayaan Masyarakat 
Keberhasilan pengelolaan SM. Ko’mara tentunya tak terlepas dari 
peranserta dan keberdayaan warga masyarakat di sekitarnya. Warga masyarakat 
yang berada dan beraktivitas di sekitar kawasan serta menggantungkan hidupnya 
60 
 
pada kawasan konservasi ini memiliki peran yang sangat penting bagi 
kelangsungan pengelolaan. 
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peranserta dan pemberdayaan 
masyarakat antara lain dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, kampanye, 
pendidikan lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadartahuan (persepsi) masyarakat tentang pengelolaan SM. 
Ko’mara dan manfaat yang mereka rasakan baik langsung maupun tidak langsung 
sehingga mereka dengan sadar dan sukarela mau terlibat (berpartisipasi) dalam 
pengelolaan.
8
 Selain itu, peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat 
juga dilakukan atas pelibatan langsung yang dilakukan oleh pihak Balai Besar 
KSDA Sulawesi Selatan selaku pengelola kawasan konservasi ini. 
Peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SM. 
Ko’mara dapat dilakukan pada kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, 
identifikasi dan inventarisasi tumbuhan dan satwa liar, penangkaran/budidaya 
tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, kepariwisataan, 
dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya. 
Sasaran 5. Terwujudnya Kelembagaan Pengelolaan SM Ko’mara yang Mantap 
1. Peningkatan Kapasitas SDM 
Pengelolaan SM Ko’mara perlu didukung sumberdaya manusia yang 
memadai, baik kualitas maupun kuantitas.  Peningkatan kapasitas SDM ini akan 
dilakukan dengan rekruitmen tenaga teknis pengelola kawasan konservasi serta 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang konservasi sumberdaya alam, 
pengembangan jasa lingkungan, dan sebagainya terkait pengelolaan SM Ko’mara. 
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Peningkatan kapasitas SDM pengelola, diprioritaskan bagi petugas Resort 
kawasan untuk penerapan pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (Resort 
Base management). 
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana 
a. Fasilitas Pengelolaan Kawasan 
Untuk menunjang pengelolaan SM. Ko’mara secara optimal, diperlukan 
sarana dan prasarana yang memadai.Oleh karena itu, penyediaan sarana dan 
prasarana merupakan prioritas yang harus segera direalisasikan. 
Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan SM. Ko’mara direncanakan 
terealisasi pada Lima Tahun I. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
untuk pengelolaan kawasan konservasi ini dapat dilihat pada Tabel 
 
Tabel 1.2. Kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan SM. 
Ko’mara. 












Barang tidak bergerak 
a. Kantor 
b.Pos Jaga 
c. Pintu Gerbang 
d. GPS 





























































Sumber : Rencana Pengelolaan Jangka Panjang SM. Ko’mara 2014-2023 
 
b. Fasilitas Pelayanan 
Untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan kegiatan penelitian dan 
wisata alam terbatas di kawasan SM. Ko’mara bagi para pengunjung, maka 
diperlukan fasilitas pelayanan. 
Fasilitas pelayananyang direncanakan akan dibangun di kawasan 
konservasi ini meliputi pusat informasi (Information Centre) dan MCK umum, 
yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 10. Pembangunan fasilitas pelayanan 
ini rencananya akan dibangun secara bertahap pada rencana kerja tahunan. 
Tabel 1.3 Rencana fasilitas pelayanan yang akan dibangun di SM. Ko’mara 























Sumber : Rencana Pengelolaan Jangka Panjang SM. Ko’mara 2014-2023 
 
Sasaran 6. Tersedianya Data dan Informasi Kawasan  yang Lengkap 
1. Identifikasi dan Inventarisasi Sumberdaya Alam 
Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam di SM.Ko’mara merupakan 
kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi tentang potensi 
sumberdaya alam di kawasan konservasi ini sebagaidatabase. Databasetersebut 
sangat diperlukan untuk kegiatan perencanaan (planning), pelaksanaan 
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pengelolaan (actuating) dan monitoring (controlling).Identifikasi dan 
inventarisasi sumberdaya alam ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka 
pengelolaan kawasan konservasi dimaksud dengan baik. 
Sebagai prakondisi pengelolaan kawasan SM.Ko’mara, kegiatan 
identifikasi dan inventarisasi ini harus dilaksanakan, karena akanberpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang lainnya. Oleh sebab itu, kegiatan 
identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam dalam rangka penyusunan 
database ini, diprioritaskan dan ditargetkan pelaksanaannya pada 5 (lima) tahun 
tahap pertama, dan sudah harus selesai dilaksanakan. 
Jika kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam sebagaimana 
yang dimaksud di atas dapat selesai pada 5 (lima) tahun pertama, maka kegiatan 
identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam pada tahap berikutnya akan 




Database yang direncanakan untuk dikumpulkan sebagai bahan informasi 
bagi pengelolaan kawasan SM. Ko’mara antara lain : 
a. Komposisi dan struktur vegetasi; 
b. Komposisi, populasi dan penyebaran (dispersal) satwa; 
c. Kondisiekosistem/habitat; 
d. Permasalahan/gangguan kawasan atau potensi gangguan. 
Untuk memperoleh databasetersebut di atas, maka kegiatan yang 
direncanakan sebagai berikut : 
a. Identifikasi dan Inventarisasi Flora; 
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b. Identifikasi dan Inventarisasi Fauna; 
c. Analisis Vegetasi; 
d. Analisis Satwa; 
e. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan/Gangguan Kawasan; 
f. Monitoring dan Evaluasi Flora, Fauna, dan Gangguan Kawasan.  
Setelah kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora, fauna, dan gangguan 
kawasan konservasi tersebut di atas selesai dilaksanakan pada 5 (lima) tahun 
pertama, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada pada tahap berikutnya 
adalah monitoring dan evaluasi flora, fauna, dan gangguan kawasan secara 
berkala sesuai kondisi. 
Pemantauan dan evaluasi sumberdaya alam merupakan kegiatan yang 
mendasar untuk mengetahui kondisi lingkungan/ekosistem, flora, fauna, dan 
permasalahan/gangguan kawasan, efektif atau tidaknya pengelolaan kawasan yang 
telah dan sedang terselenggara, dan untuk mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi. 
Kegiatan pemantauan dan evaluasi pada kawasan SM. Ko’mara terdiri dari 
2 kegiatan, yakni pemantauan dan evaluasi secara rutin dan insidentil. 
Pemantauan insidentil ini dilakukan apabila terdapat ancaman dalam pengelolaan 
SM. Ko’mara. Pemantauan dan evaluasi rutin dilaksanakan dalam kurun waktu 5 
(lima) tahun untuk satu jenis kegiatan yang sama, sedangkan yang bersifat 
insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu jika terjadi perubahan-perubahan yang 
dramastis terhadap kondisi alami kawasan SM. Ko’mara. 
Selain itu, untuk memperkaya dan memutahirkan database kawasan 
konservasi ini, juga akan dilakukan survey potensi secara partsipatif. Kegiatan 
survey partisipatif ini dilaksanakan setiap tahun dan diarahkan untuk menggali 
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potensi yang dapat dijadikan prioritas pengelolaan dan yang belum terdata pada 
kegiatan identifikasi dan inventarisasi serta monitoring dan evaluasi sumberdaya 
alam. 
2. Pengelolaan Database  Potensi Kawasan 
Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan survey, indentifikasi, dan 
inventarisasi potensi sumberdaya alam di SM. Ko’mara akan diolah/dianalisis dan 
dijadikan database potensi kawasan. Pengelolaan database ini akan diproses oleh 
operarator melalui Sistem Informasi Management Resort Based Management 
(SIM RBM) yang sementara dikembangkan oleh Balai Besar KSDA Sulsel. 
Pengelolaan databasepotensi kawasan ini nantinya akan dibuat secara 
terintegrasi dan online, mulai dari tingkat Resort, Seksi Konservasi Wilayah, 
Bidang KSDA Wilayah, sampai ke Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Untuk 
operasionalnya, akan ditugaskan minimal 2 orang petugas sebagai operator, yang 
sebelumnya telah dididik dan dilatih untuk mengoperasikan aplikasi data 
dimaksud. 
 
Sasaran 7.   Mantapnya Kawasan Konservasi SM. Ko’mara 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 147/Kpts-
II/1987 tanggal 19 Mei 1987,Hutan Lindung Ko’mara ditunjuk sebagai kawasan 
konservasi dengan fungsi suaka margasatwa seluas ± 3.390 hektare dan taman 
buru seluas ± 4.610 hektare. Setelah dilakukan tata batas fungsi kawasan, Suaka 
Margasatwa Ko’mara ditetapkan seluas ± 2.972 hektare berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 911/Kpts-II/1999 pada tanggal 14 
Oktober 1999. 
1. Pemeliharaan Batas Kawasan 
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Kawasan SM Ko’mara telah ditata-batas fungsi dan ditetapkan, sehingga 
hasil penataan-batas ini akan dilakukan pemeliharaan terhadap batas-batas yang 
ada. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga dan mempertegas batas-batas 
kawasan, baik secara dejuremaupun secara de facto. 
Kegiatan pemeliharaan batas kawasan konservasi ini dilakukan dengan 
membersihkan jalur batas kawasan selebar ± 2 meter.Jalur batas ini dapat 
dimanfaatkan sebagai jalan patroli. Selain membersihkan jalur batas, kegiatan 
lainnya adalah mengganti pal batas kawasan yang rusak atau hilang. 
10
 
Pemeliharaan batas kawasan konservasi ini rencananya dilaksanakan 
setiap 2 tahun sekali atau dapat disesuaikan dengan kondisi batas dan gangguan 
kawasan yang ada. 
2. Rekonstruksi Batas Kawasan 
Kegiatan rekonstruksi batas kawasan dimaksudkan untuk mengembalikan 
batas kawasan atau pal batas pada posisi sebenarnya berdasarkan hasil tata batas 
yang ada (berdasarkan Berita Acara Tata Batas). Hal ini harus dilakukan untuk 
memperoleh kebenaran, kepastian, dan ketegasan tentang batas di lapangan, 
sehingga dapat menghindarkan konflik dengan warga masyarakat sekitar. 
Kegiatan rekonstruksi batas kawasan ini rencananya dilaksanakan pada 
setiap setiap 5 (lima) tahun sekali. Sesuai ketentuan, rekonstruksi batas kawasan 
dilaksanakan oleh BPKH Wilayah VII Makassar dan koordinasi dengan Balai 
Besar KSDA Sulawesi Selatan selaku pengelola kawasan tersebut. Untuk itu, 
pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan ini disesuaikan dengan 
program/perencanaan yang ada pada BPKH Wilayah VII Makassar. 
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3. Penataan Blok Kawasan 
Penataan blok dalam kawasan suaka alam merupakan proses pengaturan 
atau perancangan ruang dalam suatu kawasan konservasi menjadi blok-blok yang 
mencakup tahap persiapan, perancangan, konsultasi dan komunikasi publik, 
penilaian, pengesahan, serta pemberian batas di lapangan dengan 
mempertimbangkan kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan 
budaya masyarakat.  
Pembagian ke dalam blok diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan 
SM. Ko’mara secara efektif guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan 
lestari. Penataan blok tersebut merupakan upaya penataan ruang untuk 
optimalisasi fungsi dan peruntukan potensi sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya pada setiap bagian SM. Ko’mara, serta penerapan dan penegakan 
hukum yang dilaksanakan atas sanksi pelanggaran di setiap blok kawasan secara 
tegas dan pasti. 
Rencana dalam mengelola SM Ko’Mara didasarkan pada rencana 
pengelolaan kawasan konservasi, peraturan perundang-undangan yang terkait 
serta kebijakan pemanfaatannya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 
Sulawesi Selatan telah membuat rencana pengelolaan berdasarkan aspek-aspek 
ekologis, teknis, ekonomi, dan social budaya. Selain itu rencana pengelolaan 
suaka margasatwa ini juga sebagai pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari, 
penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan juga untuk keperluan wisata 
alam terbatas yang disediakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 
Sulawesi Selatan. 
Dalam menunjang pengelolaan kawasan SM Ko’Mara, rencana kegiatan  
tersebut dibuat untuk memberikan arah dan kebijakan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku guna mencapai suatu tujuan dan target yang telah 
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ditetapkan. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari 
agenda perwujudan dari penyusunan rencana pengelolaan yang telah dibuat. 
 
2. Pengawetan 
Rencana pengelolaan suaka margasatwa sekurang-kurangnya memuat 
tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, 
pengawetan dan pemanfaatan kawasan. Adapun Upaya pengawetan kawasan 
suaka margasatwa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
11
 
1. Perlindungan dan pengamanan kawasan 
2. Inventarisasi potensi kawasan 
3. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan. 
4. Pembinaan habitat dan populasi satwa 
Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan : 
1. Pembinaan padang rumput 
2. Pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi 
satwa 
3. Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-
pohon sumber makanan satwa 
4. Penjarangan populasi satwa 
5. Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau 
6. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. 
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Beberapa kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan perubahan 
fungsi kawasan suaka margasatwa alam adalah : 
1. Melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan 
2. Memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan 
3. Memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan 
tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan 
4. Menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan 
tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau 
5. Mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu 
kehidupan tumbuhan dan satwa. 
Larangan juga berlaku terhadap kegiatan yang dianggap sebagai tindakan 
permulaan yang berkibat pada perubahan keutuhan kawasan, seperti : 
1. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas 
kawasan, atau 
2. Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, 
menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan 
tumbuhan ke dan dari dalam kawasan. 
Sesuai dengan fungsinya, cagar alam dapat dimanfaatkan untuk 
1. Penelitian dan pengembangan 
2. Ilmu pengetahuan 
3. Pendidikan 
4. Wisata alam terbatas 
5. Kegiatan penunjang budidaya. 
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3. Melakukan Pengawasan 
Pengawasan dilakukan untuk mengamati pelaksanaan segala sesuatu yang 
terjadi di dalam organisasi. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana 
penyimpangan, penyalahgunaan dan lain-lain jkendala dimasa mendatang. Terkait 
dengan indicator pertama yakni pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar 
KSDA terbagi dalam dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan patroli yang dilakukan 
secara rutin oleh petugas dan kegiatan operasi yang dilakukan secara gabungan. 
Perbedaan keduanya adalah jika kegiatan patroli dilakukan tanpa adanya target 
operasi maka kegiatan operasi dilakukan berdasarkan kendala/masalah yang 
ditemukan selama kegiatan patroli itu dilakukan
12
. Dalam hal ini semua pihak 
yang tergabung dala melakukan pengawasan dapat saling berinteraksi satu dengan 
lainnya terkait dengan pengamanan dan kelestarian kawasan. Walaupun masih 
terdapat kendala pada pengawasan di malam hari karena kurangnya jumlah 
petugas namun sudah ada perencanaan untuk melakukan perekrutan tengan 
pengaman hutan yang khusus melakukan pengamanan kawasan di malam hari. 
Dari pengawasan patroli yang dilakukan maka hasilnya berupa laporan 
yang dibuat secara tertulis berupa penyampaian keterangan mengenai kegiatan 
yang telah dilaksankan yang nantinya akan diserahkan kepada atasan langsung 
mengenai kegiatan selama satu hari sampai dengan satu bulan untuk mengetahui 
perkembangan pengawasan yang dilakukan.
13
 Dalam hal ini system pelaporan 
dilakukan  secara berjenjang sesuai dengan kedudukan masing-masing dari setiap 
seksi Konservasi Wilayah yang selanjutnya dari pimpinan seksi tersebut 
melaporkan kepada Balai sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan internal. 
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4. Pemberdayaan Masyarakat 
Pembangunan kehutanan dalam perspektif pembangunan nasional, 
senantiasa diarahkan pada pencapaian optimalisasi manfaat ekologi, ekonomi, dan 
sosial. Namun demikian pemanfaatan hasil hutan saat ini telah melebihi daya 
dukungnya dan besarnya konversi lahan hutan selama ini menimbulkan banyak 
permasalahan baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Sebagai 
akibatnya dapat dilihat bahwa pencapaian devisa menjadi turun dan degradasi 
hutan yang terjadi semakin besar tiap tahunnya. 
Kawasan Konservasi sebagai benteng terakhir pelestarian hutan di 
Indonesia, tidak terlepas dari beberapa permasalahan seperti tersebut di atas. Hal 
ini tentu saja ironis, mengingat penunjukan maupun penetapan suatu kawasan 
menjadi kawasan konservasi merupakan salah satu bentuk perwujudan upaya 
konservasi. Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, batasan dari konservasi sumber 
daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang 
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan 
persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
keanekaragaman dan nilainya.  
Paradigma bahwa masyarakat di sekitar kawasan konservasi (masyarakat 
lokal) merupakan ancaman bagi kelestarian kawasan konservasi tampaknya sudah 
tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini, mengingat fakta di lapangan bahwa 
prinsip konservasi sendiri ternyata banyak diadopsi oleh kultur (budaya lokal) 
mereka, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam secara bijak. 
Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pembangunan 
perlindungan dan konservasi alam adalah Community Based Conservation 
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Management,  merupakan suatu pola dalam pengembangan kawasan konservasi 
dan bahkan kawasan hutan lainnya di Indonesia mengingat keterkaitan masyarakat 
sangat kuat secara historik, yaitu dengan cara sebagai berikut : 
1. Pemahaman terhadap sosial budaya berkaitan dengan pola lingkungan 
secara tradisional perlu lebih digalakan mengingat peran serta 
masyarakat lokal sangat penting dalam upaya konservasi; 
2. Meningkatkan keikutsertaan  masyarakat lokal dan LSM dalam 
pengelolaan kawasan konservasi, penguatan kelembagaan, dan 
peningkatan kemampuan SDM. 
Maka dari itu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi 
Selatan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan membuat kelompok 
tani, dengan adanya kelompok tani ini membuat keuntungan bukan hanya kepada 
masyarakat tetapi juga Kawasan Suaka Margasatwa Ko’Mara.Maksud Kegiatan 
Penataan Blok SM. Ko’mara di KabupatenTakalar adalah untuk menata ruang 
pengelolaan kawasan konservasi tersebut dengan membagi kedalam beberapa 
blok berdasarkan kondisi biofisik kawasan, kebijakan pengelolaan, fungsi dan 
kelangsungan hidup satwa, perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan 
habitatnya serta sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan 
Tujuan Penataan Blok Suaka Margasatwa Ko’mara adalah agar pengelolaan 
Suaka Margasatwa Ko’mara dapat optimal sesuai dengan peran dan fungsi blok 
sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengembangan dan pengelolaan Suaka 
Margasatwa Ko’mara kedepannya. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, setiap kawasan 
konservasi baik Kawasan Suaka Alam (KSA) maupun Pelestarian Alam (KPA) 
perlu dilakukan penataan blok. Penataan Blok Kawasan Suaka Alam selanjutnya 
disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun 
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di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi 
sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Berdasarkan hasil sensitivitas, 
Suaka Margasatwa dibagi kedalam blok-blok, meliputi : 
1. Blok perlindungan seluas ± 1.517,69 ha. 
2. Blok pemanfaatan seluas ± 1.168,03 ha. 
3. Blok rehabilitasi seluas ± 286,28 ha. 
Kegiatan membagi kawasan hutan kedalam blok-blok tersebut berdasarkan 
ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok tersebut dibagi 
menjadi petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan untuk jangka 
waktu tertentu.
14
 Dalam Rangka optimalisasi pengelolaan Suaka margasatwa 
Ko’mara perlu dilakukan penataan blok yang akan menjadidasar pengelolaan 
kawasan konservasi. Penataan blok tersebut akan mempertimbangkan fungsinya 
untuk kelangsungan hidup jenis satwa liar yang memerlukan upaya perlindungan 
dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.  
Itulah upaya-upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya 
Alam Sulawesi Selatan dalam mengelola Kawasan Suaka Margasatwa Ko’Mara. 
Dengan ini Keberhasilan pengelolaan konservasi di hutan ini sa¬ngat tergantung 
sumber daya manusianya, karena itu penyiapannya perlu dilakukan dengan 
sebaik-baik¬nya. Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya hutan, upaya 
konservasi sumber daya alam telah ditingkatkan. Usaha konservasi ini mencakup 
kegiatan konservasi di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Termasuk 
di dalamnya pengembangan taman nasional dan hutan lindung yang didukung 
oleh pengembangan dan pembinaan wisata alam, pembinaan cinta alam dan 
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monitoring 1iampak lingkungan, perlindungan dan pengamanan hutan serta 
pengembangan sarana dan prasarana. 
Untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam hutan secara lestari, 
berkeadilan dan mandiri untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai 
dengan kemampuan daya dukung dan fungsi peruntukannya, maka pada era 
reformasi sekarang ini, telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan 
kehutanan, yaitu dari timber management(Pengelolaan Kayu) yangdimana timber 
management ini menghasilkan ilmu kehutanan yang berkembang dengan pesat 
termasuk perencanaan hutan dan meningkatkanya penyuplaian kayu. Timber 
management ini di ubah menjadi forest resource management (Pengelolaan Hutan 




Dalam mengelola suatu kawasan pasti terdapat kelemahan maupun 
kekuatan di dalamnya. Adapun Aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kekuatan 
dan kelemahan Kawasan SM. Ko’mara antara lain :  
a. Aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kekuatan : 
1. Status hukum. 
Kawasan SM Ko’mara telah ditetapan sebagai Suaka MargaSatwa 
Ko’mara dan telah dilakukan tata batas seluas ± 2.972 ha(SK Menteri Kehutanan 
No. 911/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999) 
2. Rencana Pengelolaan. 
Rencana pengelolaan kawasan Tahun 2014-2023 telah disyahkan melalui 
Keputusan Dirjen KSDAE No.SK.46/IV-SET/2014 tanggal 17 Maret 2014. 
                                                             
15
Syamsuddin M. Alitonang (45 Tahun), Kepala Bidang KSDA Wilayah 1,  wawancara. 
Takalar, 6 Agustus 2018 
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Pengelolaan kawasaan telah berpodaman pada Rencana pengelolaan kawasan 
yang ada. 
3. Staf terlatih. 
Kegiatan pembinaan pegawai, pelatihan serta kegiatan On the Job Training 
telah rutin dilaksanakan setiap tahun khususnya bagi staf pengelola kawasan. 
4. Kondisi nilai nilai. 
Pada umumnya kondisi keanekaragaman hayati dalam kawasan masih 
relatif utuh 
b. Aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan : 
1. Kelemahan pengelolaan kawasan dalam hal penyusunan tujuan utama 
kawasan yang lebih spesifik dan terukur sesuai dengan rencana kerja 
jangka pendek yang harus di sertai dengan dukungan anggaran. Tidak 
adanya rencana kerja jangka pendek . 
2. Dalam aspek pengelolaan sumberdaya alam hayati, inventarisasi 
spesies yang masih kurang maksimal dan belum ada kegiatan riset 
dalam kawasan. 
 
C. Status Hukum Kerja Sama Antara Pengelolah ObjekWisata Terbatas 
(Masyarakat) Dengan BalaiBesar Konservasi Sumber Daya 
AlamSulawesi Selatan 
Sesuai UU  RI Indonesia  Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan  ( bab 
1 pasal 1) tentang ketentuan umum, yaitu : 
1.  Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, 
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
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sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan 
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani 
hak atas tanah. 
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas 
tanah. 
6. Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum 
adat. 
7. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok 
memperoduksi hasil hutan. 
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah. 
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa serta ekosistemnya. 
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai 
wilayah sistem penyangga kehidupan. 
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11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, 
yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, 
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta 
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
12. Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata 
berburu. 
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta 
jasa yang berasal dari hutan. 
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 
bidang kehutanan 
 DalamUU nomor 5 Tahun 1990  mengenai tentang Konservasi sumber 
daya alam hayati  dan ekosistemnya sesuai dengan bab I pasal 1 mengenai 
ketentuaan umum di mana terdapat 16 poin, yaitu : 
1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri 
dari sumber  daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam 
hewani(satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara 
keseluruhan membentuk ekosistem. 
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya 
alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 
menjamin kesinambungan  persediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik 
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antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling 
tergantung dan pengaruh mempengaruhi. 
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup 
di darat maupun di air. 
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat 
dan/atau di air, dan/atau di udara. 
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau 
dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. 
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, 
dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup 
bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan 
berkembang secara alami. 
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di 
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya 
yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya 
mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem 
tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara 
alami. 
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas 
berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk 
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kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, 
ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang 
keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan 
penelitian dan pendidikan. 
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik 
di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem 
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya. 
14. Taman national adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai 
ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk 
tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 
pariwisata, dan rekreasi. 
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 
tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan 
asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. 
16.  Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama 
dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam 
Terkait dengan ketentuan umum mengenai UU NO5Tahun 1990 tentang 
konservasi sumber daya alam dan ekosistemnyadan juga UU NO  41 tahun 
1999tentang Kehutanan. Suaka Margasatwa Ko’mara termasuk jenis hutan yangdi 
lindungi,yang dikembangkan sebagai taman wisata alam dan di kelolah oleh  
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Balai besar KSDASUL-SEL. 
MengenaiUU yang mengatur tentang kawasan suaka alam dapat di 
maanfaatkan sebagai wisata alam atau taman rekreasi terdapat pada peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2011, yaitu tentang pengelolaan  
kawasan suaka alam dan kawasan pelestariaan alam. Pada bab 1 ketentuaan umum 
pada pasal 1 poin ke 11, yaitu taman wisata alam adalah KPA yang di manfaatkan 
terutama untuk kepentingan parawisata alam dan rekreasi.Dalam poin 20, yaitu 
peran serta masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan KSA dan 
KPA. Dalam pasal 2yaitu pengelolaan KSA dan KPA bertujuaan untuk 
mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah 
kepunahan spesies,melindungi sistem penyangga kehidupan dan keanekaragaman 
hayati secara lestari. 
Pada bab IX pasal 52 poin 2 yaitu  izin pemanfaatan dan penggunaan 
kawasan hutan yang telah di terbitkan sesuai dengan ketentuaan peraturan 
perundang-undangan sebelum kawasan di tunjuk sebagai KSA dan KPA atau di 
tunjuk dan/atau di tetapkan sebagai kawasan penyangga tetap berlaku sampai 
berakhirnya izin. 
Sesuai dengan UU yangmengatur tentang kehutanan dan tentang 
bagaimana hutan di jadikan wisata alam,  masyarakat dapat mengajukan 
permohonan  ijin usaha wisata alam terbatas sesuai dengan prosedur dan UU dan 
apabila permohonannya di terima maka pemohonan mendapatkan hak dan 
kewajiban sesuai  Pasal 1320 BW.Kedua  orang atau kedua pihak mengakibatkan 
kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan perjanjiaan, karena perjanjiaan itu 
merupakan hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dan 
di sebut perikatan.  
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Sesuai SK No : 188 /K.8/BIDTEK/KSA/4/2018 tentang Pemberian Ijin 
Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) perorangan di suaka 
Margasatwa Ko’mara kabupaten Gowa. Status hukum yang di peroleh oleh 
masyarakat dengan KSDA adalah ijin usaha perorangan. Masyarakat yang 
bernama Abdul hakim S.Pd.I. yaitu pemohon izin dan Balai Besar KSDA 
Sulawesi Selatan sebagaipemberi Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam 
(IUPJWA) Perorangan di Suaka Margasatwa Kabupaten Gowa. Sesuai SK dan 
peta penataan blok, Usaha pemanfaatan jasa wisata alam berada pada Blok 
pemanfaatan II dengan titik koordinat 11937′56,29″E  523′4,02″S - 
11938′38,64″E  523′1,76″S () dan 11937′58,51″E  522′33,9″S - 
11938′21,99″E  523′21,91″S (↕).  
Wisata Suaka Margasatwa Ko’mara di Desa Bissoloro Kabupaten Gowa 
memiliki usaha penyedia jasa wisata transportasi (berkuda, bersepeda) dan 
tracking. Pemegang izin berkewajiban Membayar pungutan hasil usaha penyedia 
jasa wisata alam, ikut menjaga kelestarian alam, melaksanakan pengamanan 
terhadap kawasan beserta potensinya, Melaksanakan pengamanan terhadap setiap 
pengunjung, menjaga kebersihan lingkungan, membuat laporan bulanan dan 
tahunan, peningkatan SDM pengelola wisata dan mengikuti pelatihan interpreter. 
Adapun hakPemegang izin, Melakukan kegiatan usaha sesuai izin, menjadi 
anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam, mendapatkan perlindungan hukum 







Setelah memperolehkan berbagai macam pendapat dari delapan orang atau 
80% objek penelitian yang dijadikan peneliti sebagai sampel, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Salah satu Kawasan Suaka Alam (KSA) yang terdapat di Sulawesi 
Selatan yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan selaku 
Management Authority adalah Suaka Margasatwa (SM) Ko’mara yang terletak di 
Kabupaten Takalar. Suaka Margasatwa Ko’mara terletak berdekatan dengan 
kawasan konservasi lainnya yakni Taman Buru (TB) Ko’mara. Berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 911/Kpts-II/1999 tanggal 14 oktober 1999, 
SM Komara ditetapkan sebagai kawasan konservasi seluas ± 2.972 Ha. 
2. Status Hukum Kerja Sama Antara Pengelola Objek Wisata Terbatas 
(Masyarakat) Dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam KSDA 
Sulawesi Selatan. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 
SM. Ko’maraini, kelestarian potensi kawasan tersebut dapat terjaga dan 
dimanfaatkan secara berkelanjutan serta dapat dilakukan antisipasi terhadap 
permasalahan atau gangguan kawasan yang dapat mengancam keutuhan kawasan 




2. Diharapkan dengan adanya status hokum kerjasama antara Pengelolaan 
Objek Wisata dengan Balai Besar KSDA ini dapat memelihara dan meningkatkan 
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